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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 060 / 336 /424.103/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASURUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN

Menimbang . a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab,
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam rangka
mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan
publik secara maksimal, oleh karena itu Aparatur Birokrasi yang
merupakan perwujudan Pemerintah harus bermanfaat bagi Negara
dan masyarakatnya melalui pemberian pelayanan yang prima
berdasarkan kompetensi yang dimiliki;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a maka perlu
ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
Keputusan Kepala Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Nomor 2 (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah Satu Kali Peralihan dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);




Menetapkan :
PERTAMA

10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pedoman Analisis Jabatan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No. 35 tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa
Timur ;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,
dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap Aparatur di lingkungan Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pasuruan
Pada tanggal: 2022

@B&&BADAN KEPEGAWAIAN DAN

I ¥
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG




Nomor SOP 065/01 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN gggggg_:: Pembuatan et 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami Kebijakan mengenai Pencairan Anggaran;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memahami Penatausahaan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 3. Memahami Standar Satuan Harga.
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaiamana telah diubah kedua dengan
Permendagri No. 21 tahun 2011

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pedoman pencairan anggaran
1. DPA 2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi SIMDA,SIPD, aplikasi Pajak dan office
(word, excell)
3. Printer

4. Koneksi Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

SPJ harus sesuai dengan penggunaan anggaran SPJ Kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Keterangan
No. KASUBAG BENDAHARA - Waktu Gutiit 9
PA | KPA KEUANGAN PPTK PENGELUARAN VERIFIKATOR Kelengkapan al utp
3 1 Minggu [SPD
Menetapkan Jumlah Anggaran yg | MULAI l
akan dicairkan (SPD)
£ 1 jam Berkas NPD
Membuat NPD Kegiatan yang akan
berjalan
3 1 jam Berkas NPD
Memverifikasi NPD Kegiatan
4 1jam Berkas NPD
Menandatangani NPD Kegiatan
® 2 jam Pencairan Uang
Menulis Cek dan mencairkan uang
6 1 jam Berkas Panjar
Membuat Tanda Bukti Panjar
7 30 hari Kwitansi,
Dokumen
Menyiapkan SPJ / Dokumen
8
Memverifikasi SPJ / Dokumen
Kwitansi,
30 menit Dokumen
9
Membuat dan Menandatangani
SPP
2 jam Berkas SPP




10
Memverifikasi SPP
1 jam Berkas SPP
11
Mencetak SPM
2 jam Berkas SPM
12
Meneliti Kelengkapan SPP & SPM
Berkas SPP &
1jam SPM
13
Penandatanganan SPM
1 jam Berkas SPM
14
Menyerahkan SPM ke BUD dan | SELESAI |
Mengarsip SPM
1 hari Berkas SPM

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
72~ SUMBER DAYA MANUSIA

L

KIADA'SURYANI, M.Si.
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCAIRAN GAJI




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/02 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pencairan Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami kebijakan mengenai gaji PNS;
2. Memiliki pemahaman tentang pencairan gaji PNS;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. DPA Belanja Tidak Langsung ( Gaji & Tunjangan)

1. Daftar Rekapitulasi dan Daftar Penerima Gaji PNS

2. Pedoman Pencairan Gaji
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi SIMDA, SIPD, aplikasi Pajak dan office

(word, excell)
4. Printer

Pencatatan dan pendataan

Peringatan

SPJ Gaji




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Keterangan
No. KASUBAG BENDAHARA GAJI Kelengkapan Waktu Qutput
PA | KPA KEUANGAN PENGELUARAN VERIFIKATOR PENGELOLA elengkapa

1
Menetapkan anggaran/SPD dan @ 60 menit o
data pendukung komponen gaiji

2
Membuat  usulan perubahan/ 30 menit data
mutasi Gaji

3
Penandatanganan rekap mutasi 25 menit data
gaji

4
Menyiapkan  Rekapitulasi dan 60 menit data
Daftar Gaji

5
Menyiapkan SSBP, kelengkapan 120 menit berkas
SPP dan SPM Gaji

6
Menerima, memeriksa, memaraf| 60 menit berkas
dan menandatangani

7
Memproses Berkas Pengajuan Gaji 30 jam berkas
Ke BPKPD

8
Menyiapkan Surat Payroll untuk 60 menit —_—
disampaikan ke Bank Jatim

9
Menerima, memeriksa dan 20 menit surat
menandatangani




10

Menyampaikan Surat Payroll ke

Bank Jatim (Hardcopy dan 30 menit surat
Softcopy)
11 v
| SELESAI |
60 menit SPJ Gaiji

Penyimpanan arsip/SPJ Gaji

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
.~ SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAKIP




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/03 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana
telah diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan sesuai susunanya beberapa kali diubah terakhir dengan
UU No. 12 tahun 2008;

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan daerah sebagaimana telah diganti dengan UU
No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

PP No. 108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah;

Inpres No.17 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Kepala LAN No0.239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Perda Kabupaten Pasuruan No.2 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2008-2013

1.

2.
3.
&

Memahami Kebijakan mengenai LAKIP;

Memiliki pemahaman tentang LAKIP

Memiliki kemampuan mengevaluasi perjanjian kinerja
Memiliki kemampuan menganalisa LAKIP

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.

Pedoman Penyusunan LAKIP

2. ATK
3.
4. Printer

Seperangkat Komputer




5. Profil kepegawaian, data kepegawaian, DPA, realisasi keuangan.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

LAKIP harus diselesaikan setiap akhir tahun Buku dokumentasi LAKIP




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. SUBKO PROGRAM ANALIS PERENCANAAN Keterangan
KABAN SEKRETARIS DAN PELAPORAN EVALUASI DAN Kelengkapan Waktu Output
PELAPORAN
1
Mengumpulkan data untuk Peraturan Perundang- Rahan
MULAI 4 il g 1 minggu Penyusunan
penyusunan LAKIP undangan terkait LAKIP
2
Menyusun konsep LAKIP Ralian Fomypenan 3 hari Konsep LAKIP
3 y
. . ’ Catatan mengenai
Evaluasi LAKIP periode lalu Konsep LAKIP 3jam Evaluasi LAKIP
4
r
Menyusun draft LAKIP meﬁggii?gfﬁu?s?ﬁ:%p 2 hari Draft LAKIP
5
Mengajukan draft LAKIP kepada Draft LAKIP 15menit | Bukti pengajuan
sekretaris
6
Mengajukan ‘draft LAKIP' kepada Draft LAKIP 15menit | Bukti pengajuan
Kepala Badan
7 Y
Memeriksa draft LAKIP. Jika setuju \
ditandatangani dan diserahkan ke .
N . . X Dokumen LAKIP 15 menit Dokumen LAKIP
kasubag. Jika tidak dikembalikan /
ke kasubag untuk diperbaiki
8
Menyerahkan kepada staf untuk Dokumen LAKIP 35 menit | Dokumen LAKIP

digandakan




Mengirim dokumen LAK Dokumen LAKIP
Ba geda ket Dokumen LAKIP 1jam yang telah
B digandakan

3 Bukti Pengiriman,

. i Dokumen LAKIP yang ; Dokumen LAKIP
Mengagendakan Bukti Pengiriman | SELESAI | it dioandsbar 1 hari ity
digandakan

KEPALABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
"~ SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENJA




Nomor SOP 065/04 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN ;::993: ggg;;uata“ Mei 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efekt
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Penyusunan Renja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Memahami Kebijakan mengenai Renja OPD;
2. Memiliki pemahaman tentang Renja OPD;

Pembangunan;
3. Memiliki kemampuan menganalisa Renja OPD.

2. PP No. 8 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Pedoman Penyusunan Renja OPD

ATK

Seperangkat Komputer

Printer

Data kepegawaian dan profil pelayanan kepegawaian

o e he

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Renja disesuaikan dengan dokumen Renstra Buku dokumentasi Renja OPD




Pelaksana Mutu Baku
b i A PENYUSUN PROGRAM
No. RAM Keterangan
KABAN SEKRETARIS %&?ﬁemgmn ANGGARAN DAN Kelengkapan Waktu Output
PELAPORAN
1
MULAI Peraturan Perundang Bahan
Mengumpulkan data s 1 minggu Penyusunan
undangan terkait Renja SKPD
2
Menyusun konsep profil pelayanan
A Bahan Penyusunan Renja " Konsep instrumen
SKPD dan proyeksi jangka SKPD 3then Renja SKPD
menengah SKPD
3 y
Catatan mengenai
Evaluasi Renja SKPD periode lalu Konsep Instrumen Renja 1 jam Instrumen
Evaluasi
4
. Catatan mengenai ; ;
Menyusun draft Renja SKPD Instrumen Evaluasi 1 hari Draft Renja
5
Mengajukan draft Renja SKPD ; . . :
. Draft Bukt
kepada sekretaris raft Renja 5 menit ukti pengajuan
6
Mengajukan draft Renja SKPD ; ;
Draft Renj 5 i
kepada Kepala Badan raft Renja menit Bukti pengajuan
7 X
Memeriksa draft Renja. Jika setuju \
ditandatangani dan diserahkan ke :
+ 5 N ; Dok 5 it Dok j
kasubag. Jika tidak dikembalikan / SO BO men i i
ke kasubag untuk diperbaiki
8
Menyerahkan kepada staf untuk Dokumen Renja 5 menit Dokumen Renja

digandakan




9
. ¢ Bukti Pengiriman,
Mengirim Dokumen renstra kepada Dokumen Renja SKPD — Dokumen Renja
Bappeda yang telah digandakan SKPD yang telah
digandakan
10
Mengagendakan Bukti Pengiriman | SELESAI | Bukti Pengiriman 10 menit  |POkumentasi Bukti

Pengiriman

KEPALA BABAN KEPEGAWAlAN DAN PENGEMBANGAN
,SE}MBER DJEWA MANUSIA

Pembin

c
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENSTRA




Nomor SOP 065/05 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | 12ndgal Fembuatan M) 20
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efekti
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Penyusunan Renstra
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Memahami Kebijakan mengenai Renstra OPD;
Pembangunan; 2. Memiliki pemahaman tentang Renstra OPD

2. PP No. 8 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan | 3. Memiliki kemampuan menganalisa renstra OPD
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

Pedoman Penyusunan Renstra OPD

ATK

Seperangkat Komputer

Printer

Data kepegawaian dan profil pelayanan kepegawaian

U i ke

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Renstra adalah pedoman penyusunan renja SKPD Buku dokumentasi renstra OPD




Mutu Baku

Pelaksana
Uraian Prosedur
No. SUBKO PROGRAM | PENYUSUN PROGRAM Keterangan
KABAN SEKRETARIS DAN PELAPORAN ANGGARAN DAN Kelengkapan Waktu Qutput
PELAPORAN
1
Mengumpulkan data/informasi Peraturan Perundang- -
3 MULAI ng 1 minggu Penyusunan
kondisi pelayanan SKPD undangan terkait renstra
2
Menyusun konsep profil pelayanan
o Bahan Penyusunan ) Konsep instrumen
SKPD dan proyeksi jangka renstra &han renstra
menengah SKPD
3
Catatan mengenai
Evaluasi renstra SKPD periode lalu Konsep Instrumen renstra 1 jam Instrumen
Evaluasi
4
A
Catatan mengenai ;
Menyusun draft renstra Instrumen Evaluasi 1 hari Draft renstra
5
Mengajt.!kan draft renstra kepada Draft renstra 5 menit Bukti pengajuan
sekretaris
6
Mengajukan draft renstra kepada Draft renstra 5 menit Bukti pengajuan
Kepala Badan
7 Y
Memeriksa draft renstra. Jika setuju \
ditandatangani dan diserahkan ke .
. - . . Dokumen renstra 5 menit Dokumen renstra
kasubag. Jika tidak dikembalikan /
ke kasubag untuk diperbaiki
8
Menyerahkan kepada staf untuk Dokumen renstra 5 menit Dokumen renstra

digandakan




9
o l Bukti Pengiriman,
Mengirim Dokumen renstra kepada Dokumen renstra yang 1 hari Dokumen renstra
Bappeda telah digandakan yang telah
digandakan
10
A
‘ SELESAI | Bukti Pengiriman 10 menit Dokumentasi Bukti

Mengagendakan Bukti Pengiriman

Pengiriman

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
.~ SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/06 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
4

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan
Permendagri No. 21 Tahun 2011.

1. Memahami Kebijakan mengenai RKA
2. Memiliki pemahaman tentang RKA
3. Memiliki kemampuan menganalisa RKA

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK
2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman Penyusunan RKA

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

RKA harus diselesaikan setiap awal tahun

Buku dokumentasi RKA




No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

KABAN

SEKRETARIS

KABID

SUBKO PROGRAM
DAN PELAPORAN

PENYUSUN
PROGRAM
ANGGARAN DAN
PELAPORAN

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintahkan Subko Program
dan Pelaporan untuk
mengumpulkan data

| MULAI I

Disposisi

10 menit

perintah

Memerintahkan staf untuk
mengumpulkan data

Disposisi

10 menit

perintah

Mengumpulkan data dan
menyerahkan ke Sub Koordinator

Formulir

1 minggu

data

konsep RKA dan
kepada  kepala

Menyusun
menyerahkan
bidang

Data

2 jam

konsep

Memeriksa konsep RKA. Jika setuju
memberikan paraf dan
menyerahkan ke kasubag. Jika
tidak setuju mengembalikan ke
kasubag untuk direvisi

Konsep

1jam

konsep

Konsep RKA yang telah disetujui
dihimpun dari bidang-bidang
kemudian menyusun draft RKA
untuk diserahkan ke Kepala SKPD

Konsep

1 jam

Draft

Memeriksa draft akhir RKA. Jika
setuju menandatangani dan
menyerahkan ke sekretaris. Jika
tidak setuju mengembalikan ke
kasubag untuk direvisi

Draft

1 jam

Draft




Memeriksa kembali dan
menyerahkan draft akhir RKA untuk Draft 15 menit Dokumen
dicetak dan digandakan
Mencetak dan menggandakan RKA ){ SELESAI I Dokumen 1 jam Dokumen
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

APEL PAGI DAN PRESENSI




Nomor SOP 065/07 /1424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | Tandgal Remouatan it 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efekt
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Apel Pagi dan Presensi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
2. Peraturan Bupati Nomor 190 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan 1. Memiliki dan memahami tanggungjawab piket;
Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 2. Memiliki sifat disiplin waktu.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Peralatan Apel ( Meja, Daftar Hadir, Balpoint , Rekapitulasi Daftar Hadir )

Peringatan Pencatatan dan pendataan

3. PNS ljin, Dinas Luar, Dinas Dalam , Tugas Belajar, Sakit dan Tanpa Keterangan




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Keterangan
PENGAWAS APEL KOMANDAN APEL PETUGAS PIKET Kelengkapan Waktu Output

1 .
Petugas Piket dari Bidang/ sekretariat menyiapkan MULA Meja Absensi, Daftar o ik uzfieﬁzngu;e?x;r
perleng-kapan apel pagi C:] Hadir dan Balpoint hadir

2
Petugas Piket memantau PNS yang hadir untuk . : Persiapan laporan daftar
mengisi i — Daftar Hadir PNS 15 menit hadir peserta apel

3

; : . Laporan kehadiran dan
e ket m
:a:tugra;'lsa dPrl keet denky erahk:n lapc:ra" rekapitulasi tidak kehadiran peserta 2menit Laporan peserta apel
a ir kepada komandan apel apel

4 y
Komandan apel meyiapkan barisan peserta apel Jumlah peserta yang 5 itienit Kesiapan peserta apel
kesiapan peserta apel hadir apel

5
Komandan apel memberikan aba - aba Keterangan jumlah yang
penghormatan kepada pengawas apel dan menuju Laporan peserta apel 5 menit hadir dan kurang pada
ke pengawas apel kegiatan apel

6 .
Pengawas Apel menerima laporan dan
memerihtahkan kepada komandan untuk kembali B pasaraEpel PR Peserta apel
kesamping kanan barisan sekaligus membubarkan diri
memerintahkan untuk membubarkan pasukan

7
Petugas Piket mengembalikan sarana peralatan SELESAI . Laporan daftar hadir

. i l I lat I 2 it

apel dan dikembalikan ke tempat semula paraiaNape men peserta apel
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEBERSIHAN KANTOR / RUANGAN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/08 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Kebersihan Kantor / Ruangan

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1. Peraturan Bupati Nomor 190 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Memiliki sifat suka pada kebersihan;
2. Memiliki sifat disiplin waktu;
3. Memiliki rasa tanggung jawab tupoksi.

Peralatan/Perlengkapan

Keterkaitan

1. Peralatan kebersihan (Lap, air, Sapu, Alat Pel)

Pencatatan dan pendataan

Peringatan

Budayakan 5 R ( Ringkas, Rapi, Resik ,Rawat, Rajin )

2




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. PENGADMINISTRASI PETUGAS Keterangan
KASUBAG UMUM UMUM KEBERSIHAN Kelengkapan Waktu Output
1
Mengisi daftar hadir Petugas Kebersihan Abisandi Paliiis
dan menjelaskan apabila ada tugas MULAL I Daftar Absen 10 menit iiﬁsérs;h:f °
tambahan
2
Mengambil Peralatan (lap, sapu, air dan Lap, sapu, air, peralatan —— Tersedianya alat
peralatan pel) pel kebersihan
3
Mengelap dan menata meja kursi Lap 20menit | VeI k:':‘;'itertata
4
; Ruangan sudah
Menyapu ruangan Sapu 20imank tersapu
5
Mengepel Air dan peralatan pel 20 menit Ruanga;es[udah a
6
R
. Lap, sapu, air, peralatan ; Peralatan sudah
Membersihkan peralatan pel 10 menit bersih
7
Mengembalikan peralatan ke tempat . i ) - Peralat dah
penyimpanan dan melapor ke 4p.:58pU, 3, POIREIAN. L 10 menit oxelhwl. Saca
Xt x pel tersimpan
Pengadministrasi Umum




Melaporkan kendala dan absensi petugas
kebersihan ke Kasubag Umum

5 Menit

Menerima laporan kendala yang ada dan
absensi petugas kebersihan

| SELESAI I\

Absensi Petugas

Kebersihan el

KEPALABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT KELUAR




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 09 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pemahaman tentang Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.

1. Permendagri No.55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
2. Permendagri No. 135 Tahun 2017 tentang tata Kearsipan di Lingkungan
Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
3. Permen PAN-RB No. 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah dinas
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK;
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya;
3. Printer;
4. Buku Kendali Surat Keluar.
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Surat keluar harus segera didistribusikan tanpa penundaan

e Buku Agenda Surat Masuk dan Buku Kendali Surat Masuk




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kmmngan
o KEPALA BADAN | SEKRETARIS/KABID | KASUBAG/KASUBID S%igrw"’:lz‘:" Kelengkapan Waktu Output
7
: MULAI Konsep, komputer/iaptop, 15 it Konsep Surat
Membuat konsep surat dinas printer men dinas
2 A
Mengajukan konsep surat kepada atasan Konsep Surat dinas 5 menit Surat dinas
langsung untuk diparaf
3 .
Memeriksa konsep surat. Jika setuju
diparaf dan diserahkan ke Kaban melalui Surat dinas 10 menit Surat dinas
subbag umum dan kepegawaian. Jika Tidak \ /
tidak, dikembalikan untuk diperbaiki.
4 Subbag Umum dan Kepegawaian Ya
memeriksa  kelengkapan surat  dan Surat dinas 5 menit Surat dinas
disediakan ke Kepala Badan untuk
ditandatangani
5
Surat ditandatangani oleh Kepala Badan . . _
dan diserahkan kembali ke bagian umum Surat dinas 5 menit Surat dinas
dan kepegawaian.
6
Surat yang telah ditandatangani Kepala ) )
Surat dinas, buku kendali : .
Badan, diberi nomor, dan dicatat dalam surat keluar 5 menit Surat dinas
buku kendali surat keluar
7
Surat didistribusikan/dikirimkan  sesuai [ SELESAI } Surat dinas 1 haii Surat dinas
tujuan
KEPALA _BAﬁﬁ"iﬁ.('E‘?EGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT MASUK




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 10 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri No.55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;

Permendagri No. 135 Tahun 2017 tentang tata Kearsipan di Lingkungan

Kemendagri dan Pemerintah Daerah;

3. Permen PAN-RB No. 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah dinas

Instansi Pemerintah;

1. Memiliki pemahaman tentang Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.

4. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK;
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya;
3. Printer;
4. Buku Kendali Surat Masuk.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Surat masuk harus segera disampaikan kepada pimpinan tanpa penundaan

e Buku Agenda Surat Masuk dan Buku Kendali Surat Masuk




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Keterangan
KEPALA BADAN SEKRETARIS PENGADMINISTRASI UMUM Kelengkapan Waktu Output
1
Sub bagian Umum dan Kepegawaian | MULAI I Bukuagendersurabimasik|  45ment Agenda skurat
menerima surat-surat yang masuk masu
2 |Memverifikasi surat-surat yang masuk
d_an .dlben lembar disposisi untuk Buku agenda surat B — Sediagin surat
disediakan kepada Kepala Badan masuk, lembar disposisi
melalui Sekretaris
3
Sekretaris memberikan disposisi Surabmastic. lemibar
sebelum disediakan kepada Kepala disposisi 15 menit Disposisi
Badan
4
K.epala! .Badan membelrlll(an. tar_nbahan Surat masuk, lembar 15 menit Disposisi
disposisi untuk segera didistribusikan disposisi
5
Surat yang telah didisposisi turun ke sub R . Record dalam
. . Disposisi, buku kendali . "
bagian umum dan kepegawaian untuk St Ak 10 menit buku kendali surat
dicatat dalam buku kendali surat masuk mask
® |Surat didistribusikan ke pihak terkait )
dengan disertai lembar kendali surat [ — AI: ] Surat masuk, lembar — Lembar kendali

masuk sebagai bukti surat telah

didistribusikan

kendali surat masuk

surat masuk
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) INTERNAL BKPSDM




BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 11 1424.10312022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN [ Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala BKPSDM

Judul SOP

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) internal
BKPSDM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut
Kepangkatan (DUK);

2. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 03 Tahun 1980 tentang Daftar Urut
Kepangkatan.

1. Memahami Kebijakan mengenai Daftar Urut Kepangkatan;
2. Memiliki pemahaman tentang Daftar Urut Kepangkatan;
3. Memiliki kemampuan mengevaluasi Daftar Urut Kepangkatan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

. Seperangkat Komputer

2
3. Printer
4

Pedoman Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

DUK dibuat sekali dalam setahun terakhir

e Arsip Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bukti penyerahan




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Prosedur
L PENGADMINISTRASI Keterangan
KEPALA BADAN SEKRETARIS KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN Kelengkapan Waktu Output

1

Menghimpun data PNS untuk | MULAI | Data kelengkapan untuk 60 hari Bahan

bahan penyusunan DUK DUK penyusunan DUK
2

Memverifikasi data DUK 1 (satu) Data 10 hari Data

tahun sebelumnya
3

Melaporkan kepada Kasubbag Data 5 menit Data
4

Mengentry data PNS Data 30 hari Data
5

Mensortir data PNS dan membuat

DUK sesuai dengan tata urutan Data 2 hari DUK

DUK
6

Mencetak DUK DUK 5 hari DUK
7

Melaporkan kepada Kasubbag DUK 5 menit DUK
8

Melaporkan kepada Sekretaris DUK 5 menit DUK




Kepala Badan
. melaporkan hasilnya
Melaporkan kepada Kepala Badan DUK 5 menit DUK kepada Sekretaris
Daerah
10
Menyerahkan kepada staf untuk DUK 10 hari DUK
digandakan
11
Mengarsipkan DUK l SELESAI | DUK 10 hari Bukti penyerahan

KEPALA BT-\DAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DISTRIBUSI BARANG PERSEDIAAN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 12 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Distribusi Barang Persediaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.

2.
3.
4

Memahami tentang proses penanganan distribusi barang persediaan;
Memiliki kemampuan dalam penanganan distribusi barang persediaan;
Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait;

Memahami proses distribusi barang persediaan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyimpanan Barang Persediaan

TSNS

ATK

Seperangkat Komputer
Printer

Internet

Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan maka penanganan barang persediaan tidak
dapat terlaksana dengan baik

1.

2.

Permintaan Barang Persediaan

Daftar Barang Persediaan




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Prosedur
0. KASUBAG UMUM DAN KASUBAG/KASUBID PENGELOLA Kolenaka Waktu Outout Keterangan
KEPEGAWAIAN TERKAIT PEMANFAATAN BMD grapan ° o
1
Membuat Surat permintaan barang MULAI Bon permintaan barang 10 menit Draft Surat
persediaan i persediaan permintaan barang
2
Menerima surat permintaan barang Draft Surat permintaan . -
persediaan barang 10 menit Surat permintaan
I
3 v
Menginventarisir ketersediaan barang Daftar stock barang 60 menit | DAta ketersediaan
persediaan TIDAK persediaan barang
4 .
Persetujuan permintaan barang dari \ . ; Suret permintaan
kssiiba Surat permintaan barang 5 menit yang sudah
g / diparaf
3 ) YA
Menglnput surat persetujuan dan tanda Surat permintaan yang 30 Menit | Surat persetujuan
terima di aplikasi sudah diparaf dan Tanda Terima
6
2 . . s Barang
Menyiapkan barang yang diminta Tanda Terima 30 Menit Paissdian
7 ; e g
Menerima distribusi barang sesuai
g . . ; Tanda Terima
permintaan dan menandatangani tanda Barang Persediaan 10 menit g :
; ditandatangani
terima
8
Mengarsipkan tanda terima barang [ SELESAI , Tanda Terima 5 menit Terdatanya
persediaan ditandatangani pemakaian barang
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 13 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami tentang proses pemeliharaan sarana dan prasarana;
2. Memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana;
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

2. SOP Penyimpanan Barang Persediaan

ATK

Seperangkat Komputer
Printer

Internet

R

Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan maka pemeliharaan barang inventaris tidak
dapat terlaksana dengan baik

1. Daftar Barang Inentaris

2. Kartu Pemeliharaan




Pelaksana Mutu Baku
it ool KASUBAG UMUM DAN | KASUBAG/KASUBID PENGELO! Keterangan
KAS ELOLA
KEPEGAWAIAN TERKAIT PEMANFAATAN BMD RENANAN tejengajsn il Ot

Membuat surat permintaan MULAI Bon permintaan . o AN

. . ; : : 10 menit pemeliharaan/
pemeliharaan atas barang inventaris pemeliharaan/servis servis

Tida

are " ; Bon permintaan . Persetujuan

Meneliti surat permintaan pemeliharaan / pemeliharaanfservis 5 menit Kaisubag/Umum
. s Setuju
Mengantar barang yang akan di pelihara .
ke Pihak ketiga/menghubungi pihak Bon permintaan 30 Menit Barang Terkirim
ketiga untuk melaksanakan pemeliharaan/servis Ke Rekanan
pemeliharaan
. . : ; Barang Inventaris
Melaksanakan pemeliharaan/ servis Barang Inventaris 2 Hari telah terpelihara
Memb | f :
embuat aporan jenisftindakan : . Nota Jenis
pemeliharaan Barsng inventans wiMank Pemeliharaan
Memasukkan jenisftindakan pemeli- | l Kart
- SELESAI t . ; . u

haraan ke Kartu Pemeliharaan Nota Jenis Pemeliharaan 30 Menit Pemeliharaan

KEPALA BAD&N KEPEGAWA]AN DAN PENGEMBANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIMPANAN BARANG PERSEDIAAN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 14 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyimpanan Barang Persediaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.

2.
3.
4

Memahami tentang proses penyimpanan barang persediaan;
Memiliki kemampuan dalam penyimpanan barang persediaan;
Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait;
Memahami proses penyimpanan barang persediaan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Distribusi Barang Persediaan

o e

ATK

Seperangkat Komputer
Printer

Internet

Data Pendukung

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan maka penyimpanan barang persediaan tidak
dapat dilaksanan dengan baik

1.

Daftar Barang Persediaan




Pelaksana Mutu Baku
No plapiatoe | KASUBAG UMUM DAN PENGELOLA Keterangan
KEPEGAWAIAN lida: PEMANFAATAN BMD Kaiengkapsn Wkt SERm
1
Menyerahkan barang persediaan dan l MULAI I Nota/Surat pengiriman 30 menit Nota kirim
bukti pendukungnya barang dari rekanan
2 |Memeriksa kesesuaian barang
persediaan dengan Nota/surat Berita Acara Serah 1 Jam Barang
pengiriman dan membuatkan BAST Terima (BAST) Persediaan
barang
3
Mengi ta baran i Daftar Penerimaan
Aeff’kg'nP ;t da di arang persedisan ke Data Barang Persediaan 1 Jam Barang
plikasi Persediaan Persediaan
4
Menyampaikan daftar barang persediaan P Daftar Penerimaan
hasil pengadaan ke kasubag untuk di T oRaan 10 Menit Barang
; Barang Persediaan :
ketahui Persediaan
5
Menerima Daftar barang persediaan dan ) Daftar Penerimaan
memerintahkan Barang  Persediaan BAST, Daftar Perierimaan oy Barang
. . . Barang Persediaan "
untuk disimpan di gudang Persediaan
6 .
Menyimpan barang persediaan, untuk di Te’ﬁs'a’“r';a”"ya
Lo i 3 . : ng
distribuasikan ke unit kerja yang | SELESAI I Barang Persediaan 2 Jam Peisediaati di
membutuhkan Gudang

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
. “SUMBER DAYA MANUSIA
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NUKTDASURYANI, M.Si.
; Pembina Tk 1/ (IV/b)
~NIP.196512051989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI




Nomor SOP 0865/ 15 1{24.10312022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Ia"Q%'Pem.?“a*a" Mei 2022
anggal Revisi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Tanggal Efektif

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengajuan Formasi Kebutuhan Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Memahami tentang prosedur pengajuan formasi kebutuhan pegawai;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara; | 1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas | 2. Memahami tentang juknis pengajuan formasi kebutuhan pegawai;
Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
petunjuk teknis pengadaan Pegawai Pemerintah;
>. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
SOP Pengadaan ASN .
3. Printer
4. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan maka tidak dapat melaksanakan pengadaan
pegawai




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Keterangan
BUPATI KABAN KABID KASUBID STAF Kelengkapan Waktu Qutput
Menerima Usulan kebutuhan pegawai I MULA | : ; i Bezzeting dari
g Bezzeting dari OPD 2 Minggu
dari OPD g dan a9 OPD
Memver‘lﬁkagl usulan kebutuhan eling dari OPD 1 hai Berkas bezzeting
pegawai dari OPD Bor OPD
; . ¢ x i Rekapitulasi

Menyusun rekapitulasi Bezzeting Berkas bezzeting OPD 1 jam bizzeling

i
Melakukan Update/input usulan formasi

; ; Y . : : : Kebutuhan

kebutuhan pegawai melalui aplikasi e- Rekapitulasi Bezzeting 1jam g
formasi |

v
Mencetak usulan kebutuhan pegawai Usulan Kebutahan
sesuai dengan Batas Usia Pensiun Kebutidvan pegeival 2iam  |pegawai ’
(BUP)
Memeriksa dan memaraf usulan Usulan Kebutuhan 30menit |Usulan Kebutuhan
kebutuhan pegawai Tidak Pegawai Pegawai
Memeriksa dan memaraf usulan \ Usulan Kebutuhan 30 menit |USulan Kebutuhan
kebutuhan pegawai / Pegawai Pegawai

Setuju

Menandatangani usulan kebutuhan Usulan Kebutuhan 2 hari Usulan Kebutuhan
pegawai Pegawai Pegawai
Mengarsipkan dan mengirim usulan p— Usulan Kebutuhan 15 menit | YSulan Kebutuhan
kebutuhan pegawai ke Menpan i { ] Pegawai Pegawai

-

./-.

o praNINGK T

SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGADAAN ASN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 16 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan QOleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pengadaan ASN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas
Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
petunjuk teknis pengadaan Pegawai Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1. Memahami tentang prosedur pelaksanaan pengadaan pegawai;
2. Memahami tentang juknis pengadaan ASN;

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak berjalan maka kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi




Pelaksana Mutu Baku
Urailan Prosedur
Sekretaris Kabid Pengadaan Subko Keterangan
Bupati Dl Asisten lll Kaban Sekretaris Pemberhentian dan Tim Pengadaan dan Staf Kelengkapan Waktu Qutput
erah
Informasi Pemberhentian
Mengumumkan pembukaan
pendaftaran  penerimaan PNS | MULAI Formasi dari Sesuai jadwal |,
i s egumuman
sesuai dengan formasi yang Menpan oleh Panselnas
disetujui Menpan
. : : Rekapitulasi
Memverifikasi kelengkapan [ Sesual jadwal pendaftar yang
pendaftar 1T oleh Panselnas |/
Mengumumkan pendaftar yang Re::g:::”‘ﬂ Sesuai jadwal [o
lulus seleksi administrasi N I‘:Blus Yang | oieh Panselnas | o9
Melaksanakan Seleksi Kemampuan % | Daftar Peserta Sesuai jadwal
Dasar L Tes oleh Panselnas Poaats yang ks
Mengumumkan peserta tes yang I [ Daftar Peserta Sesuai jadwal
lulus SKD lulus SKD oleh Panselnas | S"gumuman
Melaksanakan Seleksi Kompetensi I | Daftar Peserta Sesuai jadwal Paseita vang s
Bidang bagi yang lulus tes SKD T Tes SKB oleh Panselnas yang
Memverifikasi berkas bagi yang | ’_ | Berkas peserta 2 minaau
lulus SKB untuk pengusulan NIP 1 yang lulus SKB 99
|
Mengetik usulan penerbitan NIP | | 1 hari Usulan NIP
Memeriksa dan memaraf usulan [ .
NIP I |——|:} | N Usulan NIP 1 hari
Menandatangani usulan penerbitan e— Usulan Penerbitan
NIP untuk peserta tes yang lulus e NIP
Mengirim berkas usulan penerbitan N| | |
NIP L
y

Mengetik petikan SK CPNS 2 hari Petikan SK CPNS




10

Memeriksa dan memaraf petikan

_‘

-

|

SK CPNS 4 hari Petikan SK CPNS
1
Menandatangani Petikan SK CPNS E;‘l'“"g" 8K 5 hari SK CPNS
12
Mendistribusikan dan N| ) .
fl 1 hari arsip

mengarsipkan SK CPNS

—[ SELESAI ] |SK CPNS

KEPALA BADAN KEREGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERPANJANGAN SK PEGAWAI TIDAK TETAP




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 17 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Perpanjangan SK Pegawai Tidak Tetap

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perpanjangan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 190 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Memahami tentang prosedur pelaksanaan perpanjangan SK PTT;
2. Memahami tentang Perbub Perpanjangan SK PTT.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK

1. SOP Pengadaan ASN 2. Seperangkat Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka Pegawai Tidak Tetap di Kab. Pasuruan
tidak mendapatkan SK




Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kabid Pengadaan

Keterangan

Rea; Subko Pengadaan | Pengadministrasi
Waktu Output
BUPATI KABAN Pemberhentian dan dair Palibcihenitan Kepegawalan Kelengkapan a utp!
Informasi

]
Menerima Usqlan dan SK | MULAI | Berkas usulan dari | Minggu |Berkas
terakhir PTT dari OPD OPD

2 Berkas 1 minggu |Berkas
Memverifikasi berkas usulan
perpanjangan SK PTT dari OPD

3 Berkas 6 jam Rekapitulasi

. ; nama dan OPD

Menyusun rekapitulasi nama PTT
dan OPD pegawai PTT

4 1minggu |Konsep SK PTT
Mencetak SK baru PTT

Salah

5 SKPTT 2 hari SKPTT
Memeriksa dan memaraf SK /\
Baru PTT \ /

6 Salah Sesuai SKPTT 2 hari SKPTT
Memeriksa dan memaraf SK / \
Baru PTT ’\ /\

Salah
7 SKPTT 2 hari SKPTT

Memeriksa dan memaraf SK
Baru PTT

Sesuai




: SKPTT
Sesuai

Menandatangani SK PTT

2 minggu SKPTT

Mengarsipkan dan : { SELESAI I
mendistribuasikan SK PTT

5 hari SKPTT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
‘-~ SUMBERDAYA MANUSIA

L‘v;’\ v _Dr PR SURYANI, M.Si.
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK PEGAWAI




Nomor SOP 065/ 18 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Tanaual Revisi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektif

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengarsipan Dokumen Elektronik Pegawai

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Karsipan; 1. Bisa mengoperasikan komputer;

2. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | 2. Memahami tata naskah surat Dinas.
Elektronik;

3. Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Th
2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah NO. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Th. 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK

1. SOP Pengarsipan Dokumen 2. Seperangkat Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka dokumen elektronik pegawai tidak
tersimpan dengan baik sehingga menyulitkan untuk mencari dokumen
dengan cepat dan tepat saat diperlukan.




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
NO. Kabid Pengadaan Keterangan
Pemberhentian dan SUbKo. Data da STAF Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Informasi
1
; : ‘ MULAI | . :
Menerima Dokumen Kepegawaian ATK 2 Menit  |Dokumen Kepegawaian
2 A
Melakukan pemindaian dokumen fisik Dokumen Kepegawaian, 2 menit File dokumen
menjadi dokumen digital PC/laptop dan scanner kepegawaian
3
Memberi nama file sesuai dengan File dok. Kepegawaian - File dokumen
NIP dan nama dokumen PCllaptop kepegawaian
4 A
Memasukkan file dokumen kedalam File dok: Kepegawai T ——
. i z OK. awailan " OKU epegawal
aplikasi sesuai dengan NIP dan PCllaptop 5 menit tahupdats
Nama dokumen
5 A
Melaporkan hasi indai indai
po asil pemlndglan dan PCllaptop 30 menit Laporan pemindaian
update dokumen kepegawaian dokumen
6
Membuat laporan hasil pemindaian Laporan pemindaian 1jam Laporan pemindaian

dokumen kepegawaian

dokumen

dokumen




Memeriksa laporan hasil pemindaian Laporan pemindaian 1 taim Laporan pemindaian
dokumen kepegawaian dokumen J dokumen
Mengarsipkan laporan hasil D Laporan dan Buku Laporan dan Buku
. . SELESAI i i i
pemindaian dokumen kepegawaian g:;:m:i"tas' profil 30 menit g:;:mzintasu profil

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

i+ o Dra- NINUK IDA 'SURYANI, M.Si.
" . Pembina Tk. | / (IV/b)
NIP196512051989032011
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGARSIPAN PROFIL DATA PEGAWAI




Nomor SOP 065/ 19 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN gggggi Fembuatan B o
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanagal Efekiif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengarsipan Profil Data Pegawai

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Karsipan; 1. Memahami struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

2. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Manusia;

Elektronik; 2. Memahami konsep administrasi dan surat menyurat;

3. Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Th | 3. Memahami dan bisa menggunakan aplikasi kepegawaian.
2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Pemerintah NO. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Th. 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
1. SOP Perbaikan Data PNS 2. Seperangkat Komputer
2. SOP Pemutakhiran Data Pegawai 3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka profil dan data semua pegawai tidak
terarsip dengan dengan baik dalam bentuk dokumen fisik




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. Keterangan
KABID KASUBID STAF Kelengkapan Waktu Qutput
3
. . . MULAI : Aplikasi
Membuka aplikasi kepegawaian [ :] PCliaptop 2Menit o egawaian
2
. Aplikasi
Masuk ke menu profile PCllaptop 1 menit ais
3
Mencetak profile data pegawai . . Form profil data
" PC/laptop, printer, kertas 1 menit .
berdasarkan kriteria tertentu G pegawai
4
Mendokumentasikan profile data . Buku dokumentasi
; ATK 60 menit .
semua pegawai dalam bentuk buku profil pegawai
5
: L
. aporan
Membuat ; laporan hgs:l PCllaptop, printer, kertas 30 menit dokumentasi profil
dokumentasi profile data pegawai pegawai
6
Menerima dan melaporkan hasil Laporan dan Buku Laporan dan Buku
dokumentasi profile data pegawai dokumentasi profil 1 jam dokumentasi profil
beserta buku dokumentasinya pegawai pegawai




Memeriksa hasil dokumentasi

Laporan dan Buku

Laporan dan Buku

profile data pegawai beserta buku dokumentasi profil 1 jam dokumentasi profil

dokumentasinya pegawai pegawai

Mengarsipkan hasil dokumentasi SELESA Laporan dan Buku Laporan dan Buku
ELESAI dokumentasi profil 30 menit dokumentasi profil

profile data pegawai beserta buku
dokumentasinya

pegawai

pegawai

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER D:AYA MANUSIA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BACKUP DATABASE DAN APLIKASI




Nomor SOP 065/ 20 /1424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN ‘T‘ggggg: Pembuatan MEy 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tangqal Efekti
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Backup Database dan Aplikasi

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | 1. Pendidikan minimum D3 Teknik Komputer, Teknik Informatika;

Elektronik; 2. Memahami konfigurasi server (Linux & Windows), konfigurasi perangkat jaringan (router,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang switch, hub) konfigurasi virtual server, anti virus dan firewall.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara
Sistem dan Transaksi Elektronik.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
1. SOP Backup Data 2. Seperangkat Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila terjadi permasalahan pada aplikasi atau database akan
berpotensi mengganggu kinerja organisasi.




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. Keterangan
KABID KASUBID STAF Kelengkapan Waktu Output
1
Memberikan i i
instruksi untuk MULAI 15 Merit
melakukan backup database
2
Melakukan Backup dat i
lakul p database dan PCllaptop, media 180 menit  |File Backup
aplikasi penyimpanan eksternal
3
Mengetik form laporan backup : . Form laporan backup
database dan aplikasi PCllaptop, printer, kertas 30 menit diita
Tidak
4
Mengoreksi dan menandatangani \ Form | N Eormi back
laporan backup database dan OIHRRETAL SR 60 menit e
: ; data data
aplikasi
5 Sesuai
Menerima laporan hasili backup Form laporan backup ; Form laporan backup
; ; 30 menit
database dan aplikasi data data
6
Mengarsipkan laporan hasil Form laporan backup Form laporan backup
e 1 :
backup database dan aplikasi >{ SELESA l data Sment  ljata
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN SERVER DAN JARINGAN IT




Nomor SOP 065/ 21 /1424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN ggggg: Fembuatan Ml 200e
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pemeliharaan Server dan Jaringan IT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | 1. Pendidikan minimal D3 Teknik Komputer, Teknik Informatika;

Elektronik; 2. Memahami topologi jaringanm, konfigurasi server (Linux & Windows), konfigurasi perangkat

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang jaringan (router, switch, hub), instalasi jaringan LAN dan WAN, konfigurasi virtual server, anti

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); virus.
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara
Sistem dan Transaksi Elektronik.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Aplikasi monitoring server dan jaringan IT
5. Tools Jaringan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila terjadi permasalahan pada perangkat jaringan atau server akan
berpotensi mengganggu kinerja organisasi




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Keterangan
No. KASUBAG UMUM DAN i
KAS TAF Kelengkapan Waktu Output
KEPEGAWAIAN UED 5 g i
' |Melakukan monitoring jaringan IT
dan server menggunakan aplikasi | MULAI i _ | aporar asil
monitoring  untuk  mengetahui PC/Laptop, Aplikasi 4 jam angiisis
kinerja perangkat jaringan IT dan
server
2 y
Melakukan analisa terhadap Laporan hasil
perangkat yang tidak bekerja PC/Laptop, Aplikasi 3 jam it
optimal
3
' ; Form persetujuan
Menggtlk form petsEtuan Laporan hasil analisis 30 menit perbaikan
perbaikan perangkat perangkat
4
Mengoreksi dan menandatangani Foriperseibiuan Form persetujuan
form persetujuan perbaikan perbaikan perangkst 15 menit Der:ilkf;
perangkat perang
5
. = . Perangkat
Melakukan perbaikan perangkat PC/Laptop, Tools jaringan 3jam serverfjaringan IT
6 4
. . - . Tidak
Perangkat bisa diperbaiki atau tidak \
7
Bisa . . i Perangkat
Melakukan pengadaan perangkat Laporan hasil perbaikan 7 hari serverfjaringan IT




Melakukan instalasi/perbaikan . Perangkat

perangkat Peliaptop; Tooks jringsn 1Jam serverfjaringan IT
9

A
Membuat laporan hasil perbaikan PC/Laptop, printer kertas 30 menit  |Laporan instalasi
Tidak

10

Mengecek dan menyetujui laporan Laporan 15 menit |-@POran

hasil perbaikan instalasi/perbaikan L instalasi/perbaikan
L Sesuai

Mengarsipkan laporan hasil

garsip P SELESA Lapomm 15menit [-2POTAN
perbaikan instalasi/perbaikan instalasi/perbaikan
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN KARTU PEGAWAI




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 22 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengajuan Kartu Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian;

2. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No:

066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari

1975 tentang Petunjuk Penetapan Penggunaan Nomor Induk PNS

dan Kartu PNS;

5. Surat Edaran BKN Nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994

tentang Penetapan Kartu Pegawai.

1. Memahami Kebijakan mengenai pengajuan Kartu Pegawai;
2. Memiliki pemahaman tentang administrasi pengajuan Kartu Pegawai.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK

1. SOP Pengadaan ASN 2. Seperangkat Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak mendapatkan Kartu
Pegawai

Kartu Pegawai




Pelaksana Mutu Baku
o Uraian Prosedur Keterangan
KABAN KABID KASUBID STAF Kelengkapan Waktu Output
1 Berkas pengajuan Kartu 1 hari Berkas pengajuan
; : Pegawai Kartu Pegawai
Menghimpun berkas pengajuan kartu | MULAI I 9 °
pegawai
2 Berkas pengajuan Kartu 1 hari Berkas pengajuan
. . Pegawai Kartu Pegawai
Mengoreksi, menyeleksi berkas 9 *
pengajuan Kartu Pegawai
3 Berkas pengajuan Kartu 10 menit  |Surat
; Pegawai
Mengajukan surat permohonan kepada e
BKN regional |l Surabaya
Tidak
4 Surat dan Berkas 5 menit Surat
; . engajuan kartu awai
Memeriksa dan menandatangani Surat \, e da
permohonan /
5 Setuju Surat dan Berkas 1 hari Surat
. s ngajuan kartu pegawai
Mengirimkan berkas pengajuan untuk i Peg
diproses di BKN Regoinal || Surabaya
6 Surat dan Berkas 30 menit  |Bukti Penyeahan
; ; ngajuan kartu pegawai
Mengarsipkan pengajuan usulan Kartu PR Ped
Pegawai SELESAI

KEPALA BADANKEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 23 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor
63 tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden tentang tunjangan Jabatan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya.

1. Memahami Kebijakan Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional;
2. Memiliki Pemahaman tentang Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Seperangkat Komputer

3. Printer
4. Pedoman pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui mekanisme Inpassing

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana

Mutu Baku

Uraian Prosedur

BAG. HUKUM

SEKRETARIS

KABID

suB
KOORDINATOR

PENGADMINISTRASI
UMUM

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima Usulan Pengangkatan
pertama dalam jabatan fungsional

| MULAI

Berkas usulan

1 hari

Meneliti dan  mendisposisikan
usulan Pengangkatan pertama
dalam dalam Jabatan Fungsional
kepada Subko Mutasi

Berkas usulan

10 menit

Memeriksa dan  mendisposisi
usulan Pengangkatan pertama
dalam dalam Jabatan Fungsional
kepadaPengadministrasi Umum

Berkas usulan

10 menit

Mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan data usulan
pengangkatan pertama dalam

Jabatan Fungsional

Berkas usulan

1 jam

Konsep SK Bupati
tentang SK
pengangkatan
pertama dalam
Jabatan Fungsional

Meneliti, memeriksa dan memaraf
usulan SK  Bupati tentang
Pengangkatan Pertama dalam
jabatan Fungsional,Nota Dinas dan
NPKND

1 hari

Meneliti, memeriksa dan memaraf
usulan SK  Bupati tentang
Pengangkatan Pertama dalam
jabatan Fungsional

SK pengangkatan
pertama dalam Jabatan
Fungsional

3 hari

Menandatangani NPKD dan Nota
Dinas usulan pengangkatan
pertama dalam jabatan fungsional
dan memaraf Konsep SK Bupati
tentang pengangkatan pertama
dalam Jabatan Fungsional

3 han

Mengetik salinan keputusan dan
petikan masing-masing PNS

SK pengangkatan
pertama dalam Jabatan
Fungsional

1 jam

Konsep SalinanSurat
Keputusan dan

Petikan




Memeriksa, meneliti dan memaraf
SK dan petikan masing-masing
PNS

2 jam

10

Menandatangani salinan SK dan
petikan masing-masing PNS

1 hari

11

MendistribuusikanSalinan Surat
Keputusan dan petikan masing-
masing PNS yang telah
ditandatangani

>-|! SELESAI

2 jam

e —
s Lo o,
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A BADAN-KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
-7 SUMBER'DAYA MANUSIA

" N




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN JABATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 24 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Kenaikan Jabatan Dan Tunjangan Jabatan Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pega-wai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 63
tahun 2009;

Peraturan Presiden tentang tunjangan Ja-batan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;

Peraturan Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya;.

1. Memahami Kebijakan mengenai kenaikan Dalam Jabatan Fungsional;
2. Memiliki Pemahan tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman kenaikan dalam jabatan fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
i rosed i i Keterangan
DS i Bupati Sekielas | Asistenii | Kaban | Sekretais | Kabid Kasubia | Figsional Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima usulan Pengangkatan Pertama Kali Surat Dinas, Lembar| 10 menit |Disposisi
Dalam Jabatan fungsional dari satuan kerja - Disposisi, FC SK
kemudian memeriksa dan mendisposisikan ( Mulai ) Capeg, PNS Pangkat
kepada kepala Bidang Terakhir. Formasi
Jabatan, ljazah
Terakhir, SPMT, PAK,
2 [Memeriksa dan mendisposisikan usulan | Surat Usulan dan 10 Menit |Disposisi
kepada Kasubid ] | berkas
3 |Meneliti berkas dan menyiapkan konsep Nota Surat Usulan dan 25 Menit Kpnsep Nota
Dinas dan Mendisposisikan fungsional umum berkas Dinas
4 |Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas J——l Surat Usulan berkas 15 Menit |Konsep Nota
untuk disediakan kepada Kasubid “1 dan Konsep Nota . Dinas
5 [Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas jika Surat Usulan berkas 10 menit
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan o \< dan Konsep Nota
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada Kabid \, \/ Dinas
6 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf i Surat Usulan berkas 10 menit
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki P dan Konsep Nota
untuk disediakan kepada Sekretaris Badan Sn, Dinas
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf Surat Usulan berkas 10 menit
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki N dan Konsep Nota
untuk disediakan kepada Kepala Badan < /< Dinas
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep MNota Dinas untuk Nodin dan berkas 10 menit |Nodin dan
disediakan kepada Bupati melalui Asisten usulan berkas usulan
Administrasi umum dan Sekretaris Daerah E_"
untuk mendapatkan disposisi —
9 |Kepala Badan Kepegawaian dan | Nodin dan berkas 5 manit |Disposisi
Pengembangan Sumber Daya Manusia I__} usulan
memberikan disposisi Nota Dinas Bupati
kepada Kabid untuk proses selanjutnya _ . _
10 |Kabid mendisposisikan kepada kasubid untuk < |—_| Nodin, Berkas Usalan | 5 Menit |Disposisi
menyiapkan konsep minute keputusan Bupati i =
kepada Kasubid
11 |Kasubid membuat Konsep minute Kep. Bupati J Konsep Minute Kep.| 30 Menit [Disposisi
tentang Kenaikan Jabatan dan Tunjangan dan Bupati
memerintahkan  fungsional umum  untuk
mengetik konsep minute kepada Bupati
12 |Fungsional umum mengetik dan mencetak Konsep Minute Kep.| 25 Menit [Konsep Minute

konsep minute kepada Bupati untuk disediakan
ke Kasubid

Bupati

Kep. Bupati




Pelaksana Mutu Baku

e Ve Proeye Bupati Sekretaris | gistentll | Kaban | Sewetas | Kabid | Kasubia | "posone Kelengkapan Waktu Output ooy

13 |Kasubid meneliti konsep minute kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit [Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan . Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada Kabid N

14 |Kabid meneliti konsep minute Kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.[ 10 menit |[Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan 5 < N~ Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada ~
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

15 |Sekretaris Badan Kepegawaian dan Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
Pengembangan Sumber Daya Manusia meneliti e > Bupati Kep. Bupati
Konsep Minute Kepada Bupati jika benar i
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk

16 |Kepala Badan Kepegawaian dan Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
Pengembangan Sumber Daya Manusia meneliti ;< S Bupati Kep. Bupati
Konsep Minute Kepada Bupati jika benar
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk

17 |Asisten administrasi umum meneliti Konsep s Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
Minute Kepada Bupati jika benar diparaf jika >\><\—— Bupati Kep. Bupati
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki

18 |Sekda meneliti Konsep Minute Kepada Bupati S Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
jika benar diparaf jika tidak benar dikembalikan < /< Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki

19 |Bupati menandatangani SK tentang Kenaikan Konsep Minute Kep.| 10 menit |Minute Kep.
Jabatan dan Tunjangan dari jabatan fungsional Bupati Bupati

20 |Kepala Badan Kepegawaian dan Disposisi 5 menit |Disposisi
Pengembangan Sumber Daya Manusia
mendisposisikan untuk menerbitkan salinan
dan petikan SK Bupati tentang Kenaikan
Jabatan dan Tunjangan dari Jabatan

21 |Kabid mendisposisikan untuk mengkonsep Disposisi 5 menit |Disposisi
salinan dan petikan SK Bupati tentang
Kenaikan Jabatan dan Tunjangan dari Jabatan
Fungsional

22 |Kasubid mengkonsep salinan dan petikan SK h 4 konsep salinan dan| 30 menit (konsep salinan
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan petikan SK Bupati dan petikan SK
Tunjangan dari Jabatan Fungsional Bupati

23 |Mengetik dan mencetak salinan dan petikan konsep salinan dan| 25 menit |[konsep salinan

SK Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan
Tunjangan dari Jabatan Fungsional

petikan SK Bupati

dan petikan SK
Bupati




Pelaksana Mutu Baku

po. i Bupati SE':'::::S Asisten lll Kaban Sekretaris Kabid Kasubid Fu‘l}g‘sl::id Kelengkapan Waktu Output Kafacsngmn

24 |Kasubid memeriksa salinan dan petikan SK konsep salinan dan| 10 Menit |konsep salinan
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan petikan SK Bupati dan petikan SK
Tunjangan dari Jabatan Fungsional jika benar & N Bupati
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk \1/
diperbaiki

25 |Kabid memeriksa salinan dan petikan SK N Konsep Minute Kep.| 10 Menit [Konsep Minute
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan N Bupati Kep. Bupati
Tunjangan dari Jabatan Fungsional jika benar \ /
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk
diperbaiki

26 |Sekretaris memeriksa salinan dan petikan SK v konsep salinan dan| 10 Menit [konsep salinan
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan <\ petikan SK Bupati dan petikan SK
Tunjangan dari Jabatan Fungsional jika benar . Bupati
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk
diperbaiki

27 |Kepala Badan Kepegawaian dan konsep salinan dan| 10 Menit |salinan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia | petikan SK Bupati petikan SK
menandatangani salinan dan petikan SK Bupati
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan
Tunjangan dari Jabatan Fungsional

28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati salinan dan petikan SK| 10 Menit |salinan dan
tentang Kenaikan Jabatan dan Tunjangan dari > Bupati petikan SK
Jabatan Fungsional Bupati

29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK dokument 10 Menit [dokument
Bupati tentang Kenaikan Jabatan dan @
Tunjangan dari Jabatan Fungsional
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME INPASSING




Nomor SOP 065/ 25 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | 12ndgaicembuatan Mel 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektf
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui
Mekanisme Inpassing

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; | 1. Memahami Kebijakan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan inpassing;
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan il : : i
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010: 2. .Memlllfq pemahaman tentang psosedur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan iHpassig.
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002,;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pega-wai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 63
tahun 2009;
5. Peraturan Presiden tentang tunjangan Ja-batan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;
6. Peraturan Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui mekanisme Inpassing
Peringatan Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No. i i 3 i Keterangan
7 Kegieum Bupati | SOKIONS | s iienili | Kaban | Sekretaris| Kabid | Kasubia | Fungsional Kelengkapan  |Waktu|  Output
Daerah Umum
1 |Menerima wusulan Pengangkatan dalam Jabatan Surat Dinas, Lembar| 10 |Disposisi
fungsional melalui mekanisme inpassing dari satuan ‘ Mulai ’ Disposisi, Fotocopy Sk| menit
kerja kemudian memeriksa dan mendisposisikan Pangkat terkahir,
kepada Kabid Pendidikan Terakhir,
Surat peryataan bersedia
dibebaskan dari jabatan
fungsional (sesuai
kebutuhan), PAK
Terakhir. DP-3 SR
2 |Memeriksa dan mendisposisikan wusulan kepada J 1 Surat Usulan dan berkas | 10 |Disposisi
Kasubid | | Menit
3 |Meneliti berkas dan menyiapkan konsep Nota Dinas dan Surat Usulan dan berkas | 25 |Konsep Nota
Mendisposisikan fungsional umum Menit |Dinas
4 |Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas untuk J Surat Usulan berkas dan| 15 |Konsep Nota
disediakan kepada Kasubid i ] Konsep Nota Dinas Menit |Dinas
5 [Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas jika benar Surat Usulan berkas dan| 10
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki ~ > el Konsep Nota Dinas menit
untuk disediakan kepada Kabid N
6 [Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf jika tidak ! Surat Usulan berkas dan| 10
benar dikembalikan untuk diperbaiki untuk disediakan /'\\ Konsep Nota Dinas menit
kepada  Sekretaris Badan Kepegawaian dan SN
Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf jika tidak Surat Usulan berkas dan| 10
benar dikembalikan untuk diperbaiki untuk disediakan L Konsep Nota Dinas menit
kepada Kepala Badan Kepegawaian dan < 9
Pengembangan Sumber Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep Nota Dinas untuk disediakan Nodin dan berkas usulan| 10 |Nodin dan berkas
kepada Bupati melalui Asisten Administrasi umum dan B menit |usulan
Sekretaris Daerah untuk mendapatkan disposisi
9 |Memberikan disposisi Nodin Bupati kepada Kabid untuk Nodin dan berkas usulan |5 manit|Disposisi
proses selanjutnya | I
10 |Mendisposisikan kepada kasubid untuk menyiapkan Nodin, Berkas Usalan |5 Menit|Disposisi
konsep minute keputusan Bupati kepada Kasubid ,IJ |
11 |[Membuat Konsep minute Kep. Bupati tentang Konsep Minute Kep. 30_ Disposisi
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui Bupati Menit
mekanisme inpassing dan memerintahkan fungsional
umum untuk mengetik konsep minute keputusan Bupati
12 [Mengetik dan mencetak konsep minute keputusan Konsep Minute Kep.[ 25 |Konsep Minute
Bupati untuk disediakan ke Kasubid Bupati Menit |Keputusan Bupati




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan - Keterangan
oy Bupati | SOKMetaris | s ictenill | Kaban | Sekretaris| Kabid | Kasubid | FUN9siom@l | oiongkapan  [Waktu|  Output »
Daerah Umum

13 |Meneliti konsep minute keputusan Bupati jika benar l Konsep Minute Kep.] 10 |Konsep Minute
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki Bupati menit |Keputusan Bupati
untuk disediakan kepada Kabid

14 |Meneliti konsep minute Keputusan Bupati jika benar Konsep Minute Kep.| 10 [Konsep Minute
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki P Bupati menit |Keputusan Bupati
untuk  disediakan  kepada  Sekretaris  Badan \>
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

15 [Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika benar Konsep Minute Kep.[ 10 [Konsep Minute
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki 7 Bupati menit |Keputusan Bupati

S~

16 [Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika benar Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute

diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki <\ 2 Bupati menit |Keputusan Bupati
—> .

17 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika benar Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki —b<><— Bupati menit |Keputusan Bupati

18 |Meneliti Konsep Minute Kep. Bupati jika benar diparaf] Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki <>Q— Bupati menit |Kep. Bupati

19 |Menandatangani SK tentang Pengangkatan dalam Konsep Minute Kep.| 10 |Minute
Jabatan fungsional melalui mekanisme inpassing _I( Bupati menit |Keputusan Bupati

20 |Mendisposisikan untuk menerbitkan salinan dan petikan Disposisi 5 menit | Disposisi
SK Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan
fungsional melalui mekanisme inpassing F')

21 |Mendisposisikan untuk mengkonsep salinan dan petikan Disposisi 5 menit | Disposisi
SK Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan
fungsional melalui mekanisme inpassing

22 |Mengkonsep salinan dan petikan SK Bupati tentang \ 4 Konsep salinan dan| 30 |Konsep salinan
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui petikan SK Bupati menit |dan petikan SK|
mekanisme inpassing Bupati

23 |Mengetik dan mencetak salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 25 |Konsep salinan
tentang Pengangkatan dalam Jabatan fungsional petikan SK Bupati menit [dan petikan SK
melalui mekanisme inpassing Bupati

24 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati tentang Konsep salinan dan| 10 [Konsep salinan
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui petikan SK Bupati Menit |dan petikan SK

mekanisme inpassing jika benar diparaf jika tidak benar
dikembalikan untuk diperbaiki

Bupati




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i Keterangan
S Bupati | SeKretans | i conlli | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | FUN9%Mal|  oengkapan  |Waktu|  Output s
Daerah Umum

25 [Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati tentang Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui Bupati Menit |Keputusan Bupati
mekanisme inpassing jika benar diparaf jika tidak benar Y
dikembalikan untuk diperbaiki

26 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati tentang v Konsep salinan dan| 10 |Konsep salinan
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui ~ petikan SK Bupati Menit [dan petikan SK
mekanisme inpassing jika benar diparaf jika tidak benar e Bupati
dikembalikan untuk diperbaiki

27 |Menandatangani salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 |[Salinan dan
tentang Pengangkatan dalam Jabatan fungsional o petikan SK Bupati Menit |petikan SK Bupati
melalui mekanisme inpassing

28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati tentang Salinan dan petikan SK| 10 |Salinan dan
Pengangkatan dalam Jabatan fungsional melalui > Bupati Menit |petikan SK Bupati
mekanisme inpassing

29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK Bupati Dokumen 10 [Dokument
tentang Pengangkatan dalam Jabatan fungsional Menit
melalui mekanisme inpassing
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 26 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam
Jabatan Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. PP. No. 40 Tahun
2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami kebijakan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional;
2. Memiliki pemahaman tentang pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Seperangkat Komputer

3. Printer
4. Pedoman pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
2 i i i Keterangan
24 Hegiba Bupati | SCK'®laris | , itenlll | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | Fungsional Kelengkapan Waktu|  Output
Daerah Umum
1 |Menerima usulan Pengangkatan Surat Dinas, Lembar 10. Disposisi
Perpindahan dari jabatan lain ke dalam ( Mulai ) Disposisi, Fotocopy Sk| menit
jabatan fungsional dari satuan kerja Pangkat terkahir,
kemudian memeriksa dan mendisposisikan Pendidikan Terakhir, Surat
kepada Kabid peryataan bersedia
dibebaskan dari jabatan
fungsional (sesuai
kebutuhan), PAK
Terakhir,DP-3
2 |Memeriksa dan mendisposisikan usulan Surat Usulan dan berkas 10 |Disposisi
kepada Kasubid Menit
3 |Meneliti berkas dan menyiapkan konsep ‘L| Surat Usulan dan berkas 25 Kgnsep Nota
Nota Dinas dan Mendisposisikan fungsional | [ Menit |Dinas
umum
4 |Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas J— Surat Usulan berkas dan 15 |Konsep Nota
untuk disediakan kepada Kasubid L Konsep Nota Dinas Menit |Dinas
5 |Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas / Surat Usulan berkas dan 10‘
jlka benar diparaf jika tidak benar \< Konsep Nota Dinas menit
dikembalikan  untuk  diperbaiki  untuk ~
disediakan kepada Kabid 1
6 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar ¢ Surat Usulan berkas dan 10
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk /\ Konsep Nota Dinas menit
diperbaiki untuk disediakan kepada g
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar Surat Usulan berkas dan 10
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk N Konsep Nota Dinas menit
diperbaiki untuk disediakan kepada Kepala < P
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep Nota Dinas untuk Nodin dan berkas usulan 10 |Nodin dan
disediakan kepada Bupati melalui Asisten menit |berkas usulan
Administrasi umum dan Sekretaris Daerah I I(
untuk mendapatkan disposisi
9 [Memberikan disposisi Nodin Bupati kepada Nodin dan berkas usulan |5 manit|Disposisi
Kabid untuk proses selanjutnya l {
10 |Mendisposisikan kepada kasubid untuk o Nodin, Berkas Usalan 5 Menit|Disposisi
menyiapkan konsep minute keputusan
Bupati kepada Kasubid




Pelaksana Mutu Baku
No. i i i Keterangan
Koglatan Bupati | SOKTetrS | , tenlll | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubia | Fungsional Kelengkapan Waktu|  Output 9
Daerah Umum

11 |[Membuat Konsep minute Kep. Bupati Konsep Minute Kep.| 30 |Disposisi
tentang Pengangkatan Perpindahan dari Bupati Menit
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional
dan memerintahkan fungsional umum untuk
mengetik konsep minute keputusa Bupati

12 |Mengetik dan mencetak konsep minute I::I Konsep Minute Kep.| 25 |Konsep Minute
keputusan Bupati untuk disediakan ke > Bupati Menit |Keputusan
Kasubid Bupati

13 |Meneliti konsep minute keputusan Bupati Konsep  Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
jilka benar diparaf jika tidak benar _—p<>q— Bupati menit |Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki  untuk Bupati
disediakan kepada Kabid

14 |Meneliti konsep minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10 [Konsep Minute
jika benar diparaf jika tidak benar 3 < > : Bupati menit |Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki  untuk Bupati
disediakan kepada Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

15 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.] 10 |Konsep Minute
jilka benar diparaf jika tidak benar é<><_ Bupati menit |Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki Bupati

16 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep  Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
jika benar diparaf jika tidak benar \, Bupati menit |Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki : </ b Bupati

17 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10 [Konsep Minute
jilka benar diparaf jika tidak benar —b<>4— Bupati menit |Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki Bupati

18 |Meneliti Konsep Minute Kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 [Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan <>Q— Bupati menit |Kep. Bupati
untuk diperbaiki

19 |Menandatangani SK tentang Pengangkatan Konsep Minute Kep.] 10 |Minute
Perpindahan dari jabatan lain ke dalam Bupati menit |Keputusan
jabatan fungsional Bupati

20 |Mendisposisikan untuk menerbitkan salinan Disposisi 5 menit|Disposisi
dan petikan SK  Bupati tentang >
Pengangkatan Perpindahan dari jabatan
lain ke dalam jabatan fungsional

21 |Mendisposisikan untuk mengkonsep salinan h 4 Disposisi 5 menit|Disposisi

dan petkan SK  Bupati tentang
Pengangkatan Perpindahan dari jabatan

lain ke dalam jabatan fungsional




Pelaksana Mutu Baku

Mo Kaglaten Bupati s;';’::::’ Asisten ll | Kaban | Sekretaris| Kabid | Kasubid F“"J‘?:I:::‘a' Kelengkapan Waktu|  Output Hatsranan

22 |Mengkonsep salinan dan petikan SK Bupati v Konsep salinan dan| 30 |Konsep salinan
tentang Pengangkatan Perpindahan dari petikan SK Bupati menit {dan petikan SK
jabatan lain ke dalam jabatan fungsiconal Bupati

23 [Mengetik dan mencetak salinan dan Konsep salinan dan| 25 |Konsep salinan
petikan SK Bupati tentang Pengangkatan petikan SK Bupati menit |{dan petikan SK
Perpindahan dari jabatan lain ke dalam Bupati
jabatan fungsional

24 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 |Konsep salinan
tentang Pengangkatan Perpindahan dari petikan SK Bupati Menit |dan petikan SK
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional jika <?1_ Bupati
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan
untuk diperbaiki

25 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
tentang Pengangkatan Perpindahan dari A Bupati Menit |Keputusan
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional jika Y Bupati
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan
untuk diperbaiki

26 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 [Konsep salinan
tentang Pengangkatan Perpindahan dari petikan SK Bupati Menit [dan petikan SK
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional jika Bupati
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan
untuk diperbaiki

27 |Menandatangani salinan dan petikan SK Konsep salinan dan| 10 [Salinan dan
Bupati tentang Pengangkatan Perpindahan petikan SK Bupati Menit |petikan SK
dari jabatan lain ke dalam jabatan € Bupati
fungsional

28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati Salinan dan petikan SK| 10 [Salinan dan
tentang Pengangkatan Perpindahan dari S Bupati Menit |petikan SK
jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Bupati

29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK Dokumen 10 [Dokument
Bupati tentang Pengangkatan Perpindahan Menit
dari jabatan lain ke dalam jabatan
fungsional
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 27 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; | 1. Memahami Kebijakan pengangkatan Kembali dalam jabatan Fungsional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai | 2. Memiliki Pemahaman tentang Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014;
3. Peraturan Presiden tentang tunjangan Jabatan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya;
5. Keputusan Bupati pasuruan tentang Pembebasan Sementara dari
Jabatan Fungsional.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . | Sekretaris = : . .. | Fungsional Keterangan
Bupati Daerah Asisten lll | Kaban | Sekretaris| Kabid Kasubid U Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima usulan Pengangkatan Kembali Surat Dinas, Lembar| 10 |Disposisi
Dalam Jabatan Fungsional dari satuan kerja l Mulai ' Disposisi FC  SK| menit
kemudian memeriksa dan mendisposisikan Pangkat Terakhir, PAK
kepada Kabid terakhir, SPMT
2 [Memeriksa dan mendisposisikan usulan Surat Usulan dan 10 |Disposisi
Kembali Dalam Jabatan Fungsional kepada berkas Menit
Kasubid
3 [Meneliti berkas dan menyiapkan konsep Nota Vﬂ Surat Usulan dan 25 |Konsep Nota
Dinas dan Mendisposisikan fungsional umum | [ berkas Menit |Dinas
4 [Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas I Surat Usulan berkas 15 |Konsep Nota
untuk disediakan kepada Kasubid i dan Konsep Nota Menit |Dinas
Dinas
5 [Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas jika Surat Usulan berkas 10
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan e \< dan Konsep Nota menit
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada \\/ Dinas
Kabid 1
6 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf : Surat Usulan berkas 10
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki /'\ dan Konsep Nota menit
untuk disediakan kepada Sekretaris Badan <~ Dinas
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar diparaf Surat Usulan berkas 10
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki N dan Konsep Nota menit
untuk disediakan kepada Kepala Badan < e Dinas
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep Nota Dinas untuk Nodin dan berkas 10 |Nodin dan
disediakan kepada Bupati melalui Asisten usulan menit |berkas usulan
Administrasi umum dan Sekretaris Daerah
untuk mendapatkan disposisi
9 [Memberikan disposisi Nodin Bupati kepada - Nodin dan berkas 5 manit|Disposisi
Kabid untuk proses selanjutnya | I usulan
10 [Mendisposisikan kepada kasubid untuk \rj Nodin, Berkas Usalan |5 Menit|Disposisi
menyiapkan konsep minute keputusan Bupati
kepada Kasubid
11 |Membuat Konsep minute Kep. Bupati tentang Konsep Minute Kep.| 30 |Disposisi
Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Bupati Menit

fungsional dan memerintahkan fungsional
umum untuk mengetik konsep minute

keputusa Bupati




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i i Keterangan
*d Bupati | SeK™etans | ) . tenill | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | FUN9%i9Ml|  yoiongkapan  |Waktu|  Output g
Daerah Umum

12 |Mengetik dan mencetak konsep minute Konsep Minute Kep.| 25 |Konsep Minute
keputusan Bupati untuk disediakan ke i . Bupati Menit |Keputusan
Kasubid Bupati

13 |Meneliti konsep minute keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan _P<\< Bupati menit |Keputusan
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada ~ Bupati
Kabid

14 |Meneliti konsep minute Keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.[ 10 |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan e Bupati menit |Keputusan
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada ~ Bupati
Sekretaris Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

15 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 [(Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan _$<>‘_ Bupati menit [Keputusan
untuk diperbaiki Bupati

16 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 ([Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan N < > & Bupati menit [Keputusan
untuk diperbaiki Bupati

17 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan e e Bupati menit |Keputusan
untuk diperbaiki Bupati

18 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.[ 10 |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan <>Q— Bupati menit |Kep. Bupati
untuk diperbaiki

19 [Menandatangani SK tentang Pengangkatan Konsep Minute Kep.[ 10 |Minute
Kembali dalam Jabatan fungsional v — Bupati menit |Keputusan

Bupati

20 |Mendisposisikan untuk menerbitkan salinan Disposisi 5 menit|Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang >
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan
fungsional

21 |Mendisposisikan untuk mengkonsep salinan h 4 Disposisi 5 menit|Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang
Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan
fungsional

22 [Mengkonsep salinan dan petikan SK Bupati A 4 Konsep salinan dan| 30 |Konsep salinan
tentang Pengangkatan Kembali Dalam petikan SK Bupati menit |dan petikan SK
Jabatan fungsional Bupati




Pelaksana Mutu Baku
i i i i Keterangan
Mo Bagiw Bupati | SeK™etanS | 4 .ctenill | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | FUN9%°Mal | yolengkapan  |Waktu|  Output 9
Daerah Umum
23 |Mengetik dan mencetak salinan dan petikan Konsep salinan dan| 25 |Konsep salinan
SK Bupati tentang Pengangkatan Kembali petikan SK Bupati menit [dan petikan SK
Dalam Jabatan fungsional Bupati
24 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 |Konsep salinan
tentang Pengangkatan Kembali Dalam petikan SK Bupati Menit (dan petikan SK
Jabatan fungsional jika benar diparaf jika o | Bupati
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki
25 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep Minute Kep.| 10 [Konsep Minute
tentang Pengangkatan Kembali Dalam A Bupati Menit |Keputusan
Jabatan fungsional jika benar diparaf jika \A/ Bupati
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki
26 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 [Konsep salinan
tentang Pengangkatan Kembali Dalam petikan SK Bupati Menit [dan petikan SK
Jabatan fungsional jika benar diparaf jika e Bupati
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki
27 |Menandatangani salinan dan petikan SK Konsep salinan dan| 10 |Salinan dan
Bupati tentang Pengangkatan Kembali petikan SK Bupati Menit |petikan SK
Dalam Jabatan fungsional € Bupati
28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati Salinan dan petikan| 10 |Salinan dan
tentang Pengangkatan Kembali Dalam = SK Bupati Menit |petikan SK
Jabatan fungsional Bupati
29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK Dokumen 10 |Dokument
Bupati tentang Pengangkatan Kembali @ ) Menit
Dalam Jabatan fungsional 1




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 28 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Memahami Kebijakan penyesuaian tunjangan jabatan Fungsional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai | 2. Memiliki Pemahaman tentang penyesuaian tunjangan jabatan fungsional.
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014,
3. Peraturan Presiden tentang tunjangan Jabatan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya,;
5. Keputusan Bupati pasuruan tentang Pembebasan Sementara dari
Jabatan Fungsional.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer

4. Pedoman penyesuaian tunjangan Jabatan fungsional

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No. Ki i i ional Keterangan
g Bupati | SeK'®®r1S | \cicten il | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubia | Fungsiona Kelengkapan Waktu |  Output
Daerah Umum
1 |Menerima usulan Penyesuian Tunjangan Surat Dinas, Lembar| 10 menit |Disposisi
Jabatan Fungsional dari satuan kerja ( Mulai ) Disposisi, Fotocopy Sk
kemudian memeriksa dan mendisposisikan Pangkat terkahir, PAK
kepada kepala Bidang terakhir,
2 |Memeriksa dan mendisposisikan usulan - Surat Usulan dan berkas | 10 Menit | Disposisi
kepada Kasubid
3 |Meneliti berkas dan menyiapkan konsep Surat Usulan dan berkas | 25 Menit |[Konsep  Nota
Nota Dinas dan Mendisposisikan fungsional Dinas
umum
4 |Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas J-—' Surat Usulan berkas dan | 15 Menit [Konsep  Nota
untuk disediakan kepada Kasubid | l Konsep Nota Dinas Dinas
5 |Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas Surat Usulan berkas dan | 10 menit
jlka benar diparaf jika tidak benar \< Konsep Nota Dinas
dikembalikan untuk diperbaiki  untuk \/
disediakan kepada Kabid 1
6 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar Surat Usulan berkas dan | 10 menit
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk /V\\ Konsep Nota Dinas
diperbaiki untuk disediakan kepada ~
Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar Surat Usulan berkas dan | 10 menit
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk N Konsep Nota Dinas
diperbaiki untuk disediakan kepada Kepala < A
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep Nota Dinas untuk Nodin dan berkas usulan | 10 menit |Nodin dan
disediakan kepada Bupati melalui Asisten berkas usulan
Administrasi umum dan Sekretaris Daerah | I(
untuk mendapatkan disposisi
9 |Memberikan disposisi Nota Dinas Bupati Nodin dan berkas usulan | 5 manit |Disposisi
kepada Kabid untuk proses selanjutnya
10 |Mendisposisikan kepada kasubid untuk \l__| Nodin, Berkas Usalan 5 Menit |Disposisi
menyiapkan konsep minute keputusan i =
Bupati kepada Kasubid
11 |Membuat Konsep minute Kep. Bupati Konsep Minute Kep.| 30 Menit |Disposisi

tentang Penyesuian Tunjangan Jabatan
Fungsional dan memerintahkan fungsional
umum untuk mengetik konsep minute

kepada Bupati

Bupati




Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiata i Keterangan
5l Bupati | SKTtariS | ) ictenlll | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | Fungsional Kelengkapan Waktu |  Output g
Daerah Umum
12 [Mengetik dan mencetak konsep minute \r’j Konsep Minute Kep.| 25 Menit |Konsep Minute
kepada Bupati untuk disediakan ke Kasubid 1 Bupati Kep. Bupati

13 |Meneliti konsep minute kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit|Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan —0-<><— Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada
Kabid

14 |Meneliti konsep minute Kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit |[Konsep Minute

benar diparaf jika tidak benar dikembalikan N < Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada

Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

15 |Meneliti Konsep Minute Kepada Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan _)<>*_ Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki

16 |Meneliti Konsep Minute Kepada Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan N < > € Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki

17 |Meneliti Konsep Minute Kepada Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan —D<>Q— Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki

18 |Meneliti Konsep Minute Kepada Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10 menit (Konsep Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan <>€— Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki

19 |Menandatangani SK tentang Kenaikan Konsep Minute Kep.| 10 menit |Minute Kep.
Jabatan dan Tunjangan dari jabatan <€ Bupati Bupati
fungsional

20 |Mendisposisikan untuk menerbitkan salinan Disposisi 5 menit |Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang Penyesuian N
Tunjangan Jabatan Fungsional

21 [Mendisposisikan untuk mengkonsep salinan A 4 Disposisi 5 menit |Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang Penyesuian
Tunjangan Jabatan Fungsional

22 |Mengkonsep salinan dan petikan SK Bupati h 4 konsep salinan dan| 30 menit |konsep salinan
tentang Penyesuian Tunjangan Jabatan petikan SK Bupati dan petikan SK

Fungsional Bupati




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegi i i Keterangan
Sl Bupati | SeK'®®riS | 4 ictenil | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubia | Fungsional Kelengkapan Waktu |  Output %
Daerah Umum

23 [Mengetik dan mencetak salinan dan konsep salinan dan| 25 menit [konsep salinan
petikan SK Bupati tentang Penyesuian = petikan SK Bupati dan petikan SK
Tunjangan Jabatan Fungsional N Bupati

24 [Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati konsep salinan  dan| 10 Menit |konsep salinan
tentang Penyesuian Tunjangan Jabatan petikan SK Bupati dan petikan SK
Fungsional jika benar diparaf jika tidak - | Bupati
benar dikembalikan untuk diperbaiki

25 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep Minute Kep.| 10 Menit |Konsep Minute
tentang Kenaikan Jabatan dan Tunjangan }\ Bupati Kep. Bupati
dari Jabatan Fungsicnal jika benar diparaf
jilka tidak benar dikembalikan untuk \/
diperbaiki

26 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati konsep salinan dan| 10 Menit |konsep salinan
tentang Penyesuian Tunjangan Jabatan petikan SK Bupati dan petikan SK
Fungsional jika benar diparaf jika tidak e Bupati
benar dikembalikan untuk diperbaiki

27 |Menandatangani salinan dan petikan SK konsep salinan dan| 10 Menit |salinan dan
Bupati tentang Penyesuian Tunjangan petikan SK Bupati petikan SK
Jabatan Fungsional € Bupati

28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati salinan dan petikan SK| 10 Menit [salinan dan
tentang Penyesuian Tunjangan Jabatan =% Bupati petikan SK
Fungsional Bupati

29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK dokument 10 Menit |dokument
Bupati tentang Penyesuian Tunjangan
Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGANGKATAN PLT/PLH




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 29 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pengangkatan PIt/Plh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

8
2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014,

Peraturan Presiden tentang tunjangan Jabatan Fungsional sesuai
dengan Jenisnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya;

Keputusan Bupati pasuruan tentang Pembebasan Sementara dari
Jabatan Fungsional.

1. Memahami Kebijakan Pengangkatan PLT/PLH;
2. Memiliki Pemahaman tentang Pengangkatan PLT/PLH.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman pengangkatan PLT/PLH

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Pelaksana Mutu Baku
No. i 3 i Keterangan
e Kegtatan Bupati | SEKDA | Asistenlll | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubia | FU0gsional Kelengkapan Waktu Output -
1 |Menerima usulan kepada Kepala Bidang Surat dinas, lembar| 10 menit |Disposisi
Mutasi, Kepangkatan dan Fasilitasi Profesi ‘ Mulai I disposisi, Sk Pangkat
ASN terkahir
2 |Memeriksa dan mendisposisikan usulan I Surat Usulan dan berkas| 10 Menit |Disposisi
kepada Kasubid “1
3 |Meneliti berkas dan menyiapkan konsep ‘L| Surat Usulan dan berkas| 25 Menit |Konsep Nota
Nota Dinas dan Mendisposisikan ke | I Dinas
fungsional umum
4 |Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas = Surat Usulan berkas dan| 15 Menit [Konsep Nota
untuk disediakan kepada Kasubid ’|_:| Konsep Nota Dinas Dinas
5 [Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas jika Surat Usulan berkas dan| 10 menit
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan o \< Konsep Nota Dinas
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada \/
Kabid 1
6 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar N Surat Usulan berkas dan| 10 menit
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk /'\ Konsep Nota Dinas
diperbaiki  untuk  disediakan kepada SN
Sekretaris Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 |Meneliti konsep Nota Dinas jika benar Surat Usulan berkas dan| 10 menit
diparaf jika tidak benar dikembalikan untuk Ny Konsep Nota Dinas
diperbaiki untuk disediakan kepada Kepala P
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
8 |Menandatangani konsep Nota Dinas untuk Nodin dan berkas 10 menit |Nodin dan berkas
disediakan kepada Bupati melalui Asisten usulan usulan
Administrasi umum dan Sekretaris Daerah I I(
untuk mendapatkan disposisi
9 |Memberikan disposisi Nodin Bupati kepada —1 Nodin dan berkas 5 manit |Disposisi
Kabid untuk proses selanjutnya usulan
10 |Mendisposisikan kepada kasubid untuk ) :l Nodin, Berkas Usalan 5 Menit |Disposisi
menyiapkan konsep minute keputusan g —
Bupati kepada Kasubid
11 |Membuat Konsep minute Kep. Bupati Konsep Minute Kep.[ 30 Menit (Disposisi
tentang PLT/PLH dan memerintahkan Bupati
fungsional umum untuk mengetik konsep |
minute keputusan Bupati ]
12 |Mengetik dan mencetak konsep minute Konsep Minute Kep.[ 25Menit |Konsep  Minute

keputusan Bupati untuk disediakan ke

Kasubid

Bupati

Keputusan Bupati




Pelaksana Mutu Baku
e Ieam Bupati | SEKDA | Asistenlll | Kaban |Sekretaris| Kabid | Kasubid | "1™l | Kelengkapan Waktu Output Katsranga
13 |Meneliti konsep minute keputusan Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10menit [Konsep  Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan Bupati Keputusan Bupati
untuk diperbaiki untuk disediakan kepada
Kabid
14 [Meneliti konsep minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10menit |Konsep  Minute
jlkka benar diparaf jika tidak benar 3 < > Bupati Keputusan Bupati
dikembalikan  untuk  diperbaiki  untuk
disediakan kepada Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber|
Daya Manusia
15 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10 menit |Konsep  Minute
jika benar diparaf jika tidak benar _)<> Bupati Keputusan Bupati
dikembalikan untuk diperbaiki
16 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10menit [Konsep  Minute
jilka benar diparaf jika tidak benar > < Bupati Keputusan Bupati
dikembalikan untuk diperbaiki
17 |Meneliti Konsep Minute Keputusan Bupati Konsep Minute Kep.| 10menit [Konsep  Minute
jika benar diparaf jika tidak benar —¢)<>Q— Bupati Keputusan Bupati
dikembalikan untuk diperbaiki
18 |Meneliti Konsep Minute Kep. Bupati jika Konsep Minute Kep.| 10menit |Konsep  Minute
benar diparaf jika tidak benar dikembalikan <>(— Bupati Kep. Bupati
untuk diperbaiki
19 |Menandatangani SK tentang PLT/PLH Konsep Minute Kep.| 10 menit |[Minute Keputusan
& Bupati Bupati
20 [Mendisposisikan untuk menerbitkan salinan Disposisi 5 menit |Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang PLT/PLH N
21 [Mendisposisikan untuk mengkonsep salinan A 4 Disposisi 5 menit |Disposisi
dan petikan SK Bupati tentang PLT/PLH
22 [Mengkonsep salinan dan petikan SK Bupati I Konsep salinan dan| 30 menit [Konsep salinan
tentang PLT/PLH petikan SK Bupati dan petikan SK
Bupati
23 [Mengetik dan mencetak salinan dan petikan Konsep salinan dan| 25menit [Konsep  salinan
SK Bupati tentang PLT/PLH petikan SK Bupati dan petikan SK
Bupati
24 [Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 Menit [Konsep salinan
tentang PLT/PLH jika benar diparaf jika tidak petikan SK Bupati dan petikan SK

benar dikembalikan untuk diperbaiki

Bupati




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan = = A 5 . Fungsional Keterangan
Bupati SEKDA | Asistenlll | Kaban | Sekretaris| Kabid Kasubid Ui Kelengkapan Waktu Output

25 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep Minute Kep.| 10Menit |[Konsep  Minute
tentang PLT/PLH jika benar diparaf jika tidak Bupati Keputusan Bupati
benar dikembalikan untuk diperbaiki Y

26 |Memeriksa salinan dan petikan SK Bupati Konsep salinan dan| 10 Menit |Konsep salinan
tentang PLT/PLH jika benar diparaf jika tidak petikan SK Bupati dan petikan SK
benar dikembalikan untuk diperbaiki _~ Bupati

27 |Menandatangani salinan dan petikan SK Konsep salinan dan| 10 Menit |Salinan dan
Bupati tentang PLT/PLH ¢ petikan SK Bupati petikan SK Bupati

28 |Meregister salinan dan petikan SK Bupati Salinan dan petikan SK| 10 Menit |Salinan dan
tentang PLT/PLH - Bupati petikan SK Bupati

29 |Mendistribusikan salinan dan petikan SK Dokumen 10 Menit |Dokument

Bupati tentang PLT/PLH

e

N
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN GAJI BERKALA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 30 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Kenaikan Gaiji Berkala

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil .

1. Memahami Peraturan mengenai Kenaikan Gaji Berkala;

2. Memiliki perencanaan tentang Kenaikan Gaiji Berkala;

3. Memiliki kemampuan mengerjakan Kenaikan Gaji Berkala;
4. Memiliki kemampuan mengevaluasi Kenaikan Gaji Berkala.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

ATK

Seperangkat Komputer

Printer

Pedoman Kenaikan Gaiji Berkala

Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala

Nhah =

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak mendapakan Kenaikan
Gaiji Berkala.

Arsip Kenaikan Gaji Berkala dan Buku Register




3 = —Log Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kaban | Sekretaris| Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi surat usulan KGB dari masing-masing SKPD - : D
1 kepada Kabid @ Surat Usulan SKPD 5 menit |Surat Usulan SKP
2 |Meneliti dan mendisposisi usulan KGB ke Kasubid ’JL l Surat Usulan KGB 5 menit |Surat Usulan
3 [Menerima dan mendisposisikan usulan KGB ke Staf >|' } Surat Usulan KGB 5 menit |Surat Usulan
Memverifikasi berkas usulan dan mengetik dan mencetak \Hj Berkas Usulan Kenaikan ;
4 konsep surat KGB TIDAK L Gaji Berkala 10 menit |Berkas Usulan
Memverfikasi berkas usulan dan meneliti ketikan konsep o | B Usiiln Kaialken
5 [surat KGB. Jika benar diparaf dan diserahkan ke Kabid, jika Py Gaiil Be rka:; 15 menit |Surat KGB
tidak benar dikembalikan ke Staf untuk dperbaiki TIRAK TS~ !
Memeriksa konsep surat KGB. Jika benar diparaf dan L
6 |diserahkan ke Sekretaris BKPSDM. Jika tidak benar TIDAK \><»— YA Surat KGB 10 menit |Surat KGB
dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep surat KGB. Jika benar diparaf dan
7 |disediakan kepada Kepala BKPSDM untuk ditandatangani, N YA Surat KGB 5 menit [Surat KGB
jika tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki ~
TIDAK
8 :\(ﬂaegi:ndatanganl konsep surat KGB dan diteruskan kepada <>6— YA Surat KGB 10 menit |Surat KGB
YA
9 |Menginformasikan Surat KGB kepada Kasubid >( | Surat KGB 5 menit |Surat KGB
Kasubid memerintah Staf untuk meregister dan .
10 mandistribusikan Surat KGB q_‘j | Surat KGB 5 menit [Surat KGB
Meregister dan mendistribusikan Surat KGB ke masing- Tanda Terima Surat
11 [masing OPD untuk kantor, perubahan gaji dan yang Berkas usulan 10 menit KGB
bersangkutan
12 [Melakukan Update Data PNS yang diberikan KGB (selesai )|Berkas usulan 10 menit |Validasi Data

e T
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN PANGKAT




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 31/424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009;

Keputusan Kepala BKN Nomor : 12 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020
tetang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaiama telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Menejemen PNS.

1. Memahami Kebijakan mengenai Kenaikan Pangkat;
2. Memiliki pemahaman tentang Kenaikan Pangkat;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman Kenaikan Pangkat

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak mendapakan Kenaikan
Pangkat.

Arsip dan Buku Register SKKP




No.

Kegiatan

Mutu Baku

KABAN

SEKRETARIS

KABID MUTASI
DAN PROMOSI

SUBKO
KEPANGKATAN

STAF

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memerintah Kabid untuk menyiapkan
konsep Surat Edaran pengajuan KP

5 menit

Perintah

Memerintah Kasubid untuk menyusun
konsep Surat Edaran pengajuan KP

>

5 menit

Perintah

Menyusun konsep Surat Edaran
pengajuan usulan KP Surat Edaran
pengajuan KP

i

Peraturan KP

20 menit

Konsep Surat

Mengetik konsep Surat Edaran

pengajuan usulan KP

Komputer, Konsep
surat

10 menit

Konsep surat

Meneliti hasil ketikan konsep Surat
Edaran pengajuan usulan KP. Jika
benar diparaf dan diteruskan ke Kabid,
jlka salah  dikembalikan  untuk
diperbaiki

TID,

K

Konsep surat

5 menit

Konsep surat

Memeriksa konsep Surat Edaran
pengajuan KP. Jika benar diparaf dan
diserahkan ke Sekretaris BKPSDM,
jlka salah  dikembalikan  untuk
diperbaiki

TIDAK

A
Y

YA

Konsep surat

5 menit

Konsep surat

Memeriksa konsep Surat Edaran
pengajuan KP. Jika benar diparaf,
kemudian disediakan kepada Kepala
BKPSDM untuk ditandatangani, jika
salah dikembalikan untuk diperbaiki

YA

Konsep surat

5 menit

Konsep surat

Menandatangani konsep Surat Edaran
pengajuan usulan KP

YA

Konsep surat

5 menit

Surat Edaran KP

Memerintah Kasubid untuk
mendistribusikan Surat Edaran usulan
pengajuan KP

Surat Edaran KP

5 menit

Surat Edaran KP

10

Memerintah Staf untuk meregister dan
mendistribusikan Surat Edaran usulan

pengajuan KP

Surat Edaran KP

5 menit

Surat Edaran KP




Mutu Baku
No. Kegiatan KABID MUTASI | SUBKO Kstoranges
O
KABAN | SEKRETARIS DAN PROMOS! | KEPANGKATAN STAF Kelengkapan Waktu utput
Meregister dan mendistribusikan Surat | .
. . Buku R ter KP, :
11 |Edaran pengajuan KP ke masing- _)[-—j Szr:t EzglrsaanP 5hari |Surat Edaran KP
masing OPD
Menerima surat dan berkas usulan KP
dari setiap OPD dan mengajukan M Berkas usulan KP .
. 5 menit |Berkas usulan KP
12| epada Kepala BKPsDM untuk " dari Satker
mendapatkan disposisi
Mendisposisi usulan KP  dan L4 .
Surat usulan KP 5 menit |Surat usulan KP
13 | didistribusikan kepada Kabid L J .
Memeriksa dan mendisposisi usulan .
4 . > | Surat usulan KP 5 menit |Surat usulan KP
L KP ke Kasubid g -
Menerima & mendisposisikan usulan .
N | S lan KP 5 t |Surat usulan KP
15 KP ke Staf urat usu meni
Mencocokkan usulan KP dari OPD Surat Usulan KP,
16 |dengan Buku Penjagaan Kenaikan ,-L_‘J | Buku Penjagaan 5 menit |Surat usulan KP
Pangkat KP
3 Komputer, Berkas
17 M.engentry Dets pada; SAPK dan Cj usulan KP, Buku 10 menit |Surat usulan KP
Simpeg Penjagaan KP
- Konsep nominatif usulan
Seperangkat Konsep nominatif | KP dan Konsep NPKP
komputer, Konsep | 5 menit |usulan KP dan Golongan IV/b ke bawah
Mencetak konsep nominatif usulan KP ) NPKP NPKP ditandatangani Kepala
dan konsep Nota Persetujuan KP dari ( Esr?si%mnominatif usulan
R KP dan Konsep NPKP
Golongan |V/c ke atas
ditandatangani Bupati
Meneliti konsep nominatif usulan KP
dan konsep NPKP Golongan IV/b ke o
bawah. Jika benar diparaf kemudian P Konsep nominatif . Konsep nominatif
19 |[konsep nominatif usulan KP dan TIDAK > < usulan KP dan 5 menit |usulan KP dan
konsep NPKP Golongan IV/c ke atas, konsep NPKP konsep NPKP
jika benar disediakan kepada Kabid, YA
iika salah dikembalikan untuk




Mutu Baku
No. Kegiatan KABID MUTASI |  SUBKO aterangarn
t
= KABAN | SEKRETARIS DAN PROMOS! | KEPANGKATAN STAF Kelengkapan Waktu Qutpu
Memeriksa konsep nominatif usulan
KP dan konsep NPKP Golongan [V/b
o tewal, Jika benan dpaat kemudian R e Konsep nominatif Konsep nominatif
20 Kongep wmominatf usian, KP* dan TIoAK T g e usulan KP dan 5 menit |usulan KP dan
konsep NPKP Golongan IV/c ke atas, konsep NPKP konsep NPKP
jlka  benar disediakan  kepada YA
Sekretaris BKPSDM, jika salah
dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep nominatif usulan
NPKP dan konsep NPKP Golongan
:(Wb k.e tl)(awah. J'ka. bt:?ar ?upa};a; < N Konsep nominatif Konsep nominatif
21 |kemudian konsep nominatif usulan ¥ ik usulan KP dan 5 menit |usulan KP dan
dan konsep NPKP Golongan IV/c ke konsep NPKP konsep NPKP
atas, jika benar disediakan kepada
Kepala BKPSDM , jika salah
dikembalikan untuk diperbaiki
Menandatangani konsep nominatif
usulan KP dan konsep NPKP
Golongan |V/b ke bawah dan memaraf o
s Konsep nominatif i
0y |KOnsep nominatif usulan KP dan | ',\ YA u:&:npKP dan 5 menit |Nominatif usulan
konsep NPKP Golongan IV/c ke atas NPKP KP dan NPKP
untuk disediakan kepada Bupati
melalui Asisten Administrasi dan
Umum serta Sekretaris Daerah
- NPKP & berkas usulan
do Gol.Ruang IV/a, IV/b dan
Konsep nominatif o J
usmanp,(p s 10 menit |Nominatif usulan | /¢ ke atas ditujukan kpd
Menerima nominatif usulan KP untuk NPKP KP dan NPKP Gubernur Jatim di
disetting dengan masing-masing Surabaya
berkas untuk pengiriman berkas - NPKP & berkas usulan
kemudian dikirim kepada Pejabat yang KP Gol.Ruang IlI/d ke
berwenang bawah ditujukan kpd
Kepala Kanreg Il BKN di
Sidoarjo
Mengambil SK KP Gol.Ruang IV/a ke Nominatif usulan | (o o SK Kenaikan
atas ke BKPSDM Propinsi Jatim !—,_'—l< KP Pangkat




No.

Kegiatan

Mutu Baku

KABAN

SEKRETARIS

KABID MUTASI
DAN PROMOSI

SUBKO
KEPANGKATAN

STAF

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

25

Mengambil Nota Persetujuan KP
Gol.Ruang lll/d ke bawah ke Kanreg Il
BKN di Sidoarjo

Nominatif usulan
KP

450 menit

NPKP

26

Mengetik dan mencetak konsep Minute
Keputusan Kenaikan Pangkat
Golongan lll/d ke bawah berdasarkan
NPKP BKN

oL

Seperangkat
komputer, NPKP

10 menit

Konsep Minute SK
KP

27

Meneliti konsep Minute Keputusan KP
Golongan lll/d ke bawah. Jika benar
dieruskan kepada Kabid, jika salah
dik ; ; o

NPKP

5 menit

Konsep Minute SK
KP

28

kembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep Minute Keputusan
KP Golongan Ili/d ke bawah. Jika
benar dieruskan kepada Sekretaris
BKPSDM, jika salah dikembalikan
untuk diperbaiki

YA

TIDAK

NPKP

5 menit

Konsep Minute SK
KP

29

Memeriksa konsep Minute Keputusan
KP Golongan lli/d ke bawah. Jika
benar dieruskan kepada Kepala
BKPSDM, jika salah dikembalikan
untuk diperbaiki

YA

NPKP

5 menit

Konsep Minute SK
KP

30

Memaraf konsep Minute Keputusan KP

Golongan Illl/ld ke bawah untuk

disediakan kepada Bupati melalui

Asisten Administrasi dan Umum serta
h

NPKP

5 menit

Konsep Minute SK
KP

- Jangka waktu proses
penandatanganan kurang
lebih 5 hari

31

Menerima Minute Keputusan KP dari
Bupati dan meneruskan kepada Kabid

Minute SK KP

5 menit

Minute SK KP

32

Memerintah Kasubid untuk disiapkan
konsep Petikan Keputusan dan Salinan
Keputusan KP Golongan lll/d ke bawah

Minute SK KP

5 menit

Minute SK KP

33

Mengetik konsep Petikan Keputusan
dan Salinan Keputusan KP Golongan
lli/d ke bawah

Minute SK KP

5 menit

Minute SK KP




Mutu Baku

No. Kegiatan KABID MUTASI | SUBKO Keterangen
Waktu O
KABAN | SEKRETARIS DAN PROMOSI | KEPANGKATAN STAF Kelengkapan a utput
. Konsep Petikan
Mel)getlk dari mionceta kor!sep -J_\ j Komputer, Minute 15'metit Keputusan dan
34 |Petikan Keputusan dan Salinan 1 SK KP konsep Salinan
Keputusan KP Golongan lll/d ke bawah Keputusan
Meneliti hasil ketikan konsep Petikan TIDAK
Keputusan dan Salinan Keputusan KP Konsep Petikan Konsep Petikan
35 Golongan Ill/d ke bawah. Jika benar W Keputusan _dan & monit Keputusan fian
diparaf dan disediakan kepada Kabid, TN konsep Salinan konsep Salinan
jika salah  dikembalikan  untuk YA Keputusan Keputusan
diperbaiki
Memeriksa hasil  kellkan  Konsep
i i TIDAK
Petikan Keputusan dan Salinan Kongep: Pelikan Konaep Pelikan
Krpiticon WP Geiskgen (WG B > < Keputusan dan . |Keputusan dan
36 b?wah. Jika benar diparaf dan '\K konsep Salinan 5 menit konssp Saiian
disediakan kepada Sekretaris Keputusan Keputusan
BKPSDM, jika salah dikembalikan o
untiik di iki
Memeriksa hasil ketikan konsep
Petikan Keputusan dan Salinan IDAK Koneap Petiksn Konsep Petikan
Keputusan. il Golonga_n id: ke N Keputusan dan . |Keputusan dan
37 b-awa!'n. Jika benar diparaf dan </‘ konsep Salinan BieaEnit konsep Salinan
disediakan kepada Kepala BKPSDM Keputusan Keputusan
untuk ditandatangani. jika salah A
dikembalikan untuk diperbaiki
Menandatangani konsep Petikan Konsep Petikan Petikan
38 Keputusan dan Salinan Keputusan KP e Keputusan dan 5 menit Ke;?utusan dan
Golongan lli/d ke bawah dan konsep Salinan Salinan
menyerahkan kepada Kabid Keputusan Keputusan
Kabid menerima Petikan Keputusan Petikai Keputisan Petikan
39 dan Salinan Keputusan KP Golongan ) dan Salinar? 5 menit Keputusan dan
lll/d ke bawah dan diteruskan kepada ) Keputusan Salinan
Kasubid untuk didistribusikan Keputusan
Kasubid memerintah Staf untuk v Petikain Kapuitsan Petikan
40 meregister  dan mendistribusikan C:] P 5 Mgt KePutusan dan
Petikan Keputusan dan Salinan Keputusan Salinan
Keputusan KP Golongan Ill/d ke bawah Keputusan




Mutu Baku
o Hagiaia KABID MUTASI | SUBKO Heterangan
KABAN | SEKRETARIS DAN PROMOS! | KEPANGKATAN STAF Kelengkapan Waktu Output
Staf meregister dan mendistribusikan
Petikan Keputusan dan Salinan y . .
Buku Register ., |Bukti tanda terima
41 Keputusan' KP Go[ongan lli/d ke bawah %G Penjagaan KP 15 menit SK KP
ke masing-masing SKPD yang
bersangkutan
Melakukan Update Data Kenakan W Salriani K
42 |Pangkat PNS ke dalam Aplikasi Selesai )|, p P 20 menit |Validasi Data
Simpeg dan SAPK

KEPALA BADAN-KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
P ;‘-.L,S_I,_JMBER‘QQYA MANUSIA

#:
Frat -~
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N2 NIP.196512051989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENINJAUAN MASA KERJA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 32 /424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Peninjauan Masa Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomnor 7 Tahun 1977
tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

1. Memahami Peraturan mengenai Peninjauan Masa Kerja,
2. Memiliki kemampuan mengerjakan Peninjauan Masa Kerja;
3. Memiliki kemampuan mengevaluasi Peninjauan Masa Kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen
PNS;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Peninjauan Masa Kerja
5. Surat Keputusan Pengalaman Kerja yang bersangkutan.
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak mendapakan Masa Kerja
yang sesuai.

Arsip PMK dan Buku Register




Mutu Baku

No. Kegiatan Keterangan
Kaban | Sekretaris Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi usulan PMK dan didistribusikan n .
( Mulai )
1 kepada Kabid ulai Surat usulan PMK 5 menit |Surat usulan PMK
2 Memeflksa danimendisposisl usuldn PMK ke P Surat usulan PMK 5 menit |Surat usulan PMK
Kasubid
3 gl;rf\enma & mcndispesisianuaulan PMCKe > Surat usulan PMK 5 menit |Surat usulan PMK
4 |Memverifikasi berkas usul PMK dari OPD > Surat Usulan PMK 5 menit |Surat usulan PMK
5 |Mengonsep Nota Dinas usul PMK < Konsep surat 30 menit |Surat usulan PMK
6 [Mengetik Nota Dinas usul PMK Kormpite dan 15 menit |Surat usulan PMK
konsep surat
7 Lﬂ;r;(gonsep suratveul dan Nota/Petimbangan Konsep surat 30 menit [Surat usulan PMK
Mengetik dan mencetak surat usul dan Nota Komputer, Konsep ., |Surat usulan PMK
8 |Pertimbangan PMK - —B surat 15 menit | 12n NP PMK
Memeriksa konsep surat usul dan Nota konsep surat usul konsep surat usul
9 |Pertimbangan PMK, jika salah dikembalikan TIQAK ><><-— dan Nota 10 menit |dan Nota
untuk diperbaiki Pertimbangan PMK Pertimbangan PMK
Memeriksa konsep surat usul dan Nota N konsep surat usul konsep surat usul
10 |Pertimbangan PMK, jika salah dikembalikan TjDAK e YA dan Nota 10 menit |dan Nota
untuk diperbaiki Pertimbangan PMK Pertimbangan PMK
Memeriksa konsep surat usul dan Nota . konsep surat usul konsep surat usul
11 |Pertimbangan PMK, jika salah dikembalikan \/< YA dan Nota 10 menit |dan Nota
untuk diperbaiki Pertimbangan PMK Pertimbangan PMK




Mutu Baku

No. Kegiatan Keterangan
Kaban | Sekretaris| Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
|
Menandatangani konsep surat usul dan Nota KR St s ., |surat usul dan Nota
12 | pertimbangan PMK dan hoka 10 menit | 5o timbangan PMK
o 9 Pertimbangan PMK
N
13 Meregister surat usul dan Nota Pertimbangan surat usul dan Nota & meriit surat usul dan Nota
PMK Pertimbangan PMK Pertimbangan PMK
4 Surat usulan PMK
- Surat usulan PMK :
14 |Mengirim usulan PMK ke Kanreg || BKN dan konsep NP PMK 450 menit gﬂKkonsep NP
N
Mengambil Nota Persetujun PMK ke Kanreg . |Surat usulan PMK
15 Il BKN Surat Tugas 450 menit dan NP PMK
Mengetik dan mencetak konsep Minute Seperangkat .. |Konsep Minute SK
16 Keputusan PMK berdasarkan NP PMK BKN TIDAK > komputer, NP PMK 15 menit | oy
Meneliti konsep Minute Keputusan PMK. Jika .
17 |benar dieruskan kepada Kabid, jika salah TIDAK 3 <>< NP PMK 5t I;;Jﬁn;ep Minute SK
dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep Minute Keputusan PMK. Ny
Jika benar dieruskan kepada Sekretaris < YA .. |Konsep Minute SK
18 |BKPSDM , jika salah dikembalikan untuk TIDAK ~ sl S menit 1ok
diperbaiki
Memeriksa konsep Minute Keputusan PMK.
Jika benar dieruskan kepada Kepala <\, .. |Konsep Minute SK
19 |BkPSDM | jika salah dikembalikan untuk rah YA NP FME 5 menit oy
diperbaiki
Memaraf konsep Minute Keputusan PMK
untuk disediakan kepada Bupati melalui Konsep Minute SK
20 |Asisten Administrasi dan Umum serta w NP PMK 5 menit PMK P
Sekretaris Daerah
Menerima Minute Keputusan PMK dari Bupati \
24 [danmeneniskan kepadaKabid Minute SK PMK 5 menit [Minute SK PMK
I




Mutu Baku

No. Kegiatan Keterangan
Kaban | Sekretaris Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
Memerintah Kasubid untuk disiapkan konsep
22 |Petikan Keputusan dan Salinan Keputusan ) Minute SK PMK 5 menit [Minute SK PMK
PMK
Memerintah Staf untuk mengetik konsep
23 |Petikan Keputusan dan Salinan Keputusan —B Minute SK PMK 5 menit [Minute SK PMK
PMK
Konsep Petikan
4 Mengetik konsep Petikan Keputusan dan Komputer, Minute SK 15 menit Keputusan dan
Salinan Keputusan PMK TIDAK PMK konsep Salinan
Keputusan
Meneliti hasil ketikan konsep Petikan Konsep Petikan Konsep Petikan
25 Keputusan dan Salinan Keputusan PMK. Jika S~ Keputusan dan 5 menit Keputusan dan
benar diparaf dan disediakan kepada Kabid, TIAK </ E konsep Salinan konsep Salinan
jika salah dikembalikan untuk diperbaiki Keputusan Keputusan
Memeriksa hasil ketikan konsep Petikan . ;
Petikan Konsep Petikan
Keputusan dan Salinan Keputusan PMK. Jika A i Eggﬁflfsa:t:ian Keputlfsan dan
26 |benar diparaf dan disediakan kepada TIDAK > P Konsep Salinan 5 menit konsep Salinan
Sekretaris BKPSDM , jika salah dikembalikan Keputusan Keputusan
untuk diperbaiki
Memeriksa hasil ketikan konsep Petikan . ;
Petikan Konsep Petikan
Keputusan dan Salinan Keputusan PMK. Jika E::szsa:télaan Keputl.?san dan
27 |benar diparaf dan disediakan kepada Kepala < >4 W Karisen Saliaan Smenit |\ sep Salinan
BKPSDM untuk ditandatangani. jika salah Keputusan Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki
Peti .
Menandatangani konsep Petikan Keputusan Eggztefsa:t:ji? Petikan Keputusan
28 |dan Salinan Keputusan PMK dan " konsep Salinan 5 menit |dan Salinan
menyerahkan kepada Kabid Keputusan Keputusan
Menerima Petikan Keputusan dan Salinan Petikan Keputusan Petikan Keputusan
29 |Keputusan PMK dan diteruskan kepada P dan Salinan 5 menit |dan Salinan
Kasubid untuk didistribusikan Keputusan Keputusan
Memerintah Staf untuk meregister dan Petikan Keputusan Petikan Keputusan
30 [mendistribusikan Petikan Keputusan dan —> dan Salinan 5 menit |dan Salinan
Salinan Keputusan PMK Keputusan Keputusan




Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Kaban | Sekretaris Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output
Meregister dan mendistribusikan Petikan . . .
Keputusan dan Salinan Keputusan PMK ke > g“kf‘ Reglslfh;lK 15 menit g&kg:na&!da terima
masing-masing yang bersangkutan enjagaan
Melakukan Update Data PMK PNS ke dalam —\ |Salinan Keputusan 20 it [Validasi Dat
Aplikasi Simpeg dan SAPK Selesai )} ppmk meni asi Data

KEPALA BADAN-KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
" ."SUMBER\DAYA MANUSIA
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYESUAIAN IJAZAH




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 33 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyesuaian ljazah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009.

1. Memahami Kebijakan mengenai Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah;
2. Memiliki pemahaman tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer

3. Printer

4. Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ijazah ASN tidak diakui dan tidak
dapat naik pangkat




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
KABID
Subko Diklat Keterangan
No. nga
3 BUPATI ASISTEN ADM. KABAN SEKRETARIS | Fengembangan | oo ..iangan dan STAF Kelengkapan Waktu Output
UMUM Kompetensi Sortifikas!
Aparatur
i Menandatangani Nota Dinas
Rencgna Pelaksanaan Uj!an l MULAI ] Surat 5 menit Surat
Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah (KPPI)
2
Menandatangani SK Panitia Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian SK 120 menit  |SK
ljazah (KPPI)
2 Mendisposisi pelaksanaan Ujian
KPPI ke _Kabld Pengembangan Surat edaran Smenit  |Disposisi
Kompetensi Aparatur untuk
membuat pengumuman
4 Mendisposisi pelaksanaan Ujian
KPPI ke Subko Diklat B . S
D 5 menit Disposisi
Penjenjangan dan sertifikasi untuk R G
membuat pengumuman
5
Menyusun ) pengumuman Konsep somenit  |Konsep
pelaksanaan Ujian KPPI
6
Mengetik dan mencetak draft Surat draft Surat
pengumuman pelaksanaan Ujian Edaran dan ND 40 menit  |Edaran dan ND
KPPI Pengumuman Pengumumnan
Tidak
7 |Memeriksa konsep pengumuman /
Uian KPPl , jika setuju \ draft Surat draft Surat
membubuhkan paraf, jika /\ / Edaran dan ND 10 menit  |Edaran dan ND
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Pengumuman Pengumuman
Tidak Ya
8 y
Efmenks;(apF:onsep pingumur?gn / \ Draf/konsep Draf/konsep
Jan p .!I 2 Seu Edaran dan ND yg telah |10 menit Edaran dan ND yg
membubuhkan paraf, jika \ / diparaf telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
° Memeriksa konsep pengumuman t
iy i . Draf/konsep Draf/konsep
Uptain KPPl : .!Ika e /\ Edaran dan ND yg telah |10 menit Edaran dan ND yg
membubuhkan paraf, jika 7\ /‘ diparat telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Tidak Ya
10
Memeriksa konsep pengumuman Drafikonsep Draffkonsep
Uian KPPl , jika setuju Edaran dan ND yg telah |5 menit | Edaran dan ND yg
membubuhkan tanda tangan, jika diparaf telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki




11

Ya

Memberi nomor dan memproses Surat Edaran Surat Edaran
edaran pengumuman pelaksanaan Pengumuman 5 menit Pengumuman
Ujian KPPI .
12 v
Menerima berkas usulan peserta )
Ujian KPPI Berkas UD 10 menit Berkas UD
13 |Mendisposisi berkas usulan peserta
Lian ik b beiand Disposisi 5 menit Disposisi
Pengembangan Kompetensi po po
Aparatur
14
Mendisposisi berkas usulan peserta
Ujian KPPl ke Subko Diklat Disposisi 5 menit Disposisi
Penjenjangan dan Sertifikasi
15
Mendisposisi berkas usulan peserta T " e
3R Di
Ujian KPPI ke Staf Disposisi 5 menit isposisi
16 |Memverifikasi berkas usulan
peserta Ujian KPPl , jika berkas
tidak lengkap (BTL), atau Tidak Berkas UD 15 menit Berkas UD
Memenuhi Syarat (TMS)
17 |Mengklasifikasikan berkas usulan
peserta yang memenuhi syarat Berkas UD 15 menit Berkas UD
[Tidak
18
Mengoreksi hasil verifikasi berkas .
usulan peserta Ujian KPP Bacu 0 1 Berkas UD
19
Menyusun  draf  pengumuman Draf/konsep Surat 30 Menit Draf/konsep Surat
peserta pelaksanaan Ujian KPPI Pengumuman Pengumuman
20 .
Mengetik dan mencetak
pengumuman peserta pelaksanaan Emm‘c'“sap St 30 Menit DRSSy S
>, 'engumuman Pengumuman
Ujian KPPI
21 -
Memeriksa konsep/draf g\
pengumuman peserta pelaksanaan
Uan KPPI -, ke setu S oS ftomen - |Orene S
membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
22
Memeriksa konsep/draf Tidak
pengumuman peserta pelaksanaan
Ujian KPPI . Jika setuju / \ graffkonsep Surat 10 menit Draf/konsep Surat
engumuman Pengumuman

membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki




23

Memeriksa konsep/draf Tidak
pengumuman peserta pelaksanaan Dratfkonsa:
2 i : p Surat . Draf/konsep Surat
Ujian KPPl , jika setuju \ f Pargumunan 10 menit Pengumuman
membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
24
Memeriksa konsep/draf Tidak
pengumuman peserta pelaksanaan \ Surat
Ujian KPPI . jika setuju Surat Pengumuman 10 menit Pengumuman
membubuhkan tanda tangan, jika /
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Va
25
Memberi nomor pengumuman Sl Pen ; Surat
gumuman 5 menit
pesereta pelaksanaan Ujian KPPI Pengumuman
26 » " Surat
emproses pengumuman peserta T m—— A— ura
pelaksanaan Ujian KPPI Pengumuman
27
Melaksanakan Ujian KPPI Kegiatan 900 menit Kegiatan
28
Mendisposisi Evaluasi hasil Ujian o 5 menit bekiian
KPPI ke Staf
29
Mengevaluasi hasil Ujian KPPI Dokumen 30 menit Dokumen
30
Memeriksa hasil Evaluasi Ujian Dokumen 16 menit Deitanad
KPPI
31 Draf/konse
Memeriksa hasil Evaluasi Ujian Surat Edaran — B e i vo
KPPI telah diparaf
32
Disposisi penetapan kelulusan hasil Dispoeiti & menit Disposis
Ujian KPPI
33
Menyusun penetapan kelulusan Draft Surat 30 menit Draft Surat
hasil Ujian KPP Pengumuman Pengumuman
34
Mengetik dan mencetak penetapan Draft Surat P— Draft Surat
kelulusan hasil Ujian KPPI Pengumuman Pengumuman

Tidak




35

Memeriksa hasil penetapan /\
kelulusan Ujian KPPI , jika setuju . 5 Draft Surat 10 menit Draft Surat
membubuhkan paraf, jika tidak ’\ / Pengumuman Pengumuman
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
36 |Memeriksa  hasil  penetapan Ya
kelulusan Ujian KPPI , jika setuju / \, Draft Surat 5 e Draft Surat
membubuhkan paraf, jika tidak \ Pengumuman Pengumuman
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
37 |Memeriksa hasil penetapan Ya
kelulusan Ujian KPPI |, jika setuju P ahe Draft Surat — Draft Surat
membubuhkan paraf, jika tidak \ / i3 Pengumuman Pengumuman
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
38
Memeriksa hasil penetapan Ya
kelulusan Ujian KPPI , jika setuju \ Draft Surat 10 menit Draft Surat
membubuhkan tanda tangan, jika / o Pengumuman Pengumuman
tidak dikembalikan untuk diperbaiki
39 Ya
Memberi Nomor hasil penetapan . Surat
Surat P 5 menit
kelulusan hasil Ujian KPPI T = Pengumuman
40
Mendisposisi  untuk  mencetak
STILUD ke Kabid Pengembangan Disposisi 5 Menit Disposisi
dan Kompetensi Aparatur
41 . -
Mendisposisi  untuk  mencetak
STILUD ke Subko Diklat |Disposisi 5 Menit Disposisi
Penjenjangan dan Sertifikasi
42
Draf/konsep
Menyusun draf STILUD Konsep/draft STILUD 20 Menit Ecllar:a; ciar:f ND yg
telah dipal
43
Mengetik dan mencetak draf] ; Konsep/draft
STILUD Konsep/draft STILUD 30 Menit STILUD
44 Tidak
Mengoreksi STILUD, jika setuju
membubuhkan paraf, jika tidak / \ Konsep/draft STILUD |5 Menit g$T:§gdm
dikembalikan untuk diperbaiki N
15 Tidak Ya
Mengoreksi STILUD, jika setuju
: : K draft
membubuhkan paraf, jika tidak P Konsep/draft STILUD |5 Menit e

dikembalikan untuk diperbaiki




46 Tidak v
Mengoreksi STILUD, jika setuju a . Konsep/draft
membubuhkan paraf, jika tidak Konsep/draft STILUD 5 Menit STILUD
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak \

47
Mengoreksi STILUD, jika setuju /\ Ya
membubuhkan tanda tangan, jika STILUD 5 Menit STILUD
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Tidak \/

48 i
Mengoreksi STILUD, jika setuju
membubuhkan tanda tangan, jika STILUD 5 Menit STILUD
tidak dikembalikan untuk diperbaiki

50
Membagi STILUD ‘{ SELESAI I STILUD 5 Menit STILUD

SUMB

“GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
R DAYA MANUSIA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJIAN DINAS




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 34 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Ujian Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2009.

1. Memahami Kebijakan mengenai Ujian Dinas;
2. Memiliki pemahaman tentang Ujian Dinas. .

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer
3. Printer

4. Pedoman Ujian Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak dapat naik golongan.




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
KABID
Subko Diklat Keterangan
e BUPATI PERBIEN AL KABAN SEKRETARIS | Fengembangan | oo onjangan dan STAF Kelengkapan Waktu Output
UMUM Kompetsnsi Sertifikasi
Aparatur
3
Menandatangani  Nota  Dinas l MULAI ' Surat Smenit  |Surat
Rencana Pelaksanaan Ujian Dinas
2
Menandatangani SK Panitia Ujian SK 120menit  |SK
Dinas
4 Mendisposisi pelaksanaan Ujian
Dinas ke Kabid Pengembangan Surat edaran 5 menit Disposisi
Kompetensi Aparatur untuk
membuat pengumuman
: Mendisposisi pelaksanaan Ujian
Dinas ke Subko Diklat Disposisi 5 menit Disposisi
Penjenjangan dan Sertifikasi untuk
membuat pengumuman
5
Menyusun pengumuman Rotisei oment  |Konsep
pelaksanaan Ujian Dinas
6
Mengetik dan mencetak draft Surat draft Surat
pengumuman pelaksanaan Ujian Edaran dan ND 40 menit  |Edaran dan ND
Dinas Tidak Pengumuman Pengumuman
1da
7 |Memeriksa konsep pengumuman
Ujian Dinas , jika setuju / \ draft Surat draft Surat
membubuhkan paraf, jika \ / Edaran dan ND 10 menit  |Edaran dan ND
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Pengumuman Pengumuman
Tidak Ya
8 M iksa ki
emefiksa konsep pengumuman - Draffkonsep Draf/konsep
Ujian Dinas ! __"ka setuju — Edaran dan ND yg telah |10 menit Edaran dan ND yg
membubuhkan paraf, jika ’\ diparaf telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
® |Memeriksa K 8
‘(:Jmen sq onsep pgngumuma_n /\, Draffkonsep Draf/konsep
U”an Dinas ! ,_J'ka setuju Edaran dan ND yg telah |10 menit Edaran dan ND yg
membubuhkan paraf, jika 7\ / diparaf telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki Tidak Ya
10 ]
M_e_zmenksa_ konsep pengumuman — —
Ujan Dinas , jika sefuju Edaran dan ND yg telah |5 menit Edaran dan ND yg
membubuhkan tanda tangan, jika diparaf telah diparaf
tidak dikembalikan untuk diperbaiki




11

Ya

Memberi nomor dan memproses Surat Edaran Surat Edaran
edaran pengumuman pelaksanaan Pengumuman 5 menit Pengumuman
Ujian Dinas l

12 2
Menerima berkas usulan peserta Berkas UD Sl Berkas UD
Ujian Dinas

13 |Mendisposisi berkas usulan peserta
Ujien Dinas ha Kab:c! Disposisi 5 menit Disposisi
Pengembangan Kompetensi
Aparatur

14
Mendisposisi berkas usulan peserta o
Ujian Dinas ke Subko Diklat Disposisi 5 menit Disposisi
Penjenjangan dan Sertifikasi

15
Mendisposisi berkas usulan peserta Disposisi R Disposisi
Ujian Dinas ke Staf

16 |Memverifikasi berkas usulan
peserta Ujian Dinas , jika berkas
tidak lengkap (BTL), atau Tidak Berkas UD 15 menit Berkas UD
Memenuhi Syarat (TMS)

L Mengklasifikasikan berkas usulan
peserta yang memenuhi syarat Berkas UD 15 menit Berkas UD
[Tidak

18
Mengoreksi hasil verifikasi berkas Berkas UD 50 menit Berkas UD
usulan peserta Ujian Dinas

19
Menyusun  draf  pengumuman Draffkonsep Surat 30 Menit Draffkonsep Surat
peserta pelaksanaan Ujian Dinas Pengumuman Pengumuman

20 |Mengetik d tak

il o i plrele Draf/konsep Surat 30 Menit Draf/konsep Surat

pengumuman peserta pelaksanaan Bangumuman en Pengumuman
Ujian Dinas

21 .
Memeriksa konsep/draf Tidak
pengumuman peserta Pelaksanaa.n /\, Braffkonsep Surdt o et T
Ujian Dinas J]ka__ setuju / Pengumuman 10 wem: Pengumuman
membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki Ya

22
Memeriksa konsep/draf Tidak
pg.ngumun'.lan s .Pelaksanaa.n / Draf/konsep Surat 10 it Draf/konsep Surat
Ujian Dinas , jika setuju s meni Pengihtmian

membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki

X/




23

Memeriksa konsep/draf] Tidak
engumuman n
5'; a?l Dinaspeserta P:Iaksan?a. Draf/konsep Surat . Draf/konsep Surat
] v N é.l. se_ uju \/ Pengumuman Pengumuman
membubuhkan paraf, jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
24 ]
Memeriksa konsep/draf Tidak
pengumuman peserta pelaksanaan \
o5 " & . ; Surat
Ujian  Dinas . jika sel.yju Surat Pengumuman 10 menit Pengumuman
membubuhkan tanda tangan, jika
tidak dikembalikan untuk diperbaiki ¥a
25
Memberi nomor pengumuman . Surat
o % Surat Pengumuman 5 menit
pesereta pelaksanaan Ujian Dinas Sl Pengumuman
26 N
emproses pengumuman peserta : Surat
= " 20 menit
pelaksanaan Ujian Dinas Surat Pengumuman men Pengumuman
27
Melaksanakan Ujian Dinas Kegiatan 900 menit Kegiatan
28
Mgndl5p05|5| Evaluasi hasil Ujian — — e
Dinas ke Staf
29
Mengevaluasi hasil Ujian Dinas Dokumen 30 menit Dokumen
30
Mlemenksa hasil Evaluasi Ujian T— —— S
Dinas
31
z 4 Y i Draf/konsep
PItDII.emerlksa hesil Exaluasi: Ljan Surat Edaran 5 menit Edaran dan ND yg
inas telah diparaf
32
Disposisi penetapan kelulusan hasil N ) S
o o D 5 menit Disposis
Ujian Dinas e o
33
Menyusun penetapan kelulusan Draft Surat ol Draft Surat
hasil Ujian Dinas Pengumuman Pengumuman
34
Mengetik dan mencetak penetapan Draft Surat § Draft Surat
g . 20 menit
kelulusan hasil Ujian Dinas Pengumuman Pengumuman

Tidak




35
Memeriksa hasil penetapan A et Surat —
kelulusan Ujian Dinas , jika setuju > ura 10 menit
membubuhkan paraf, jika tidak \ Pengumuman Pengumuman
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
36 . " Ya
Memeriksa hasil penetapan
kelulusan Ujian Dinas , jika setuju \/ \ Draft Surat ki menit |;Jraft Sur::Eﬂ
membubuhkan paraf, jika tidak \ / Pengumuman engumu
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak
7
* Memeriksa hasil penetapan /\ Ya
kelulusan Ujian Dinas , jika setuju € Draft Surat 10 menit Draft Surat
bubuhk f, jika tidak ,\ / Pengumuman Pengumuman
membubuhkan  paraf, jika tida Tidak
dikembalikan untuk diperbaiki
38
Memeriksa hasil penetapan Ya
kelulusan Ujian Dinas , jika setuju \, Draft Surat — PDraﬂ Suratan
membubuhkan tanda tangan, jika / Pengumuman engumum
tidak dikembalikan untuk diperbaiki
39 Ya
Memberi Nomor hasil penetapan R T— & menit Surat
kelulusan hasil Ujian Dinas Pengumuman
40
Mendisposisi  untuk  mencetak o _ o
STILUD ke Kabid Pengembangan Disposisi 5 Menit Disposisi
dan Kompetensi Aparatur
41
Mendisposisi  untuk  mencetak _ o
STILUD ke Subko Diklat Disposisi 5 Menit Disposisi
Penjenjangan dan Sertifikasi
42
Draf/konsep
> Konsep/draft STILUD 20 Menit Edaran dan ND yg
Menyusun draf STILUD et
43
Mengetik dan mencetak draf Konsep/draft STILUD 30 Menit g??fspnldraﬂ
STILUD
44 Tidak
Mengoreksi STILUD, jika setuju _ Konsep/draft
membubuhkan paraf, jika tidak / Konsep/draft STILUD 5 Menit STILUD
dikembalikan untuk diperbaiki \ /
e Tidak Ya
Mengoreksi STILUD, jika setuju _ Konsep/draft
membubuhkan paraf, jika tidak / \ Konsep/draft STILUD 5 Menit STILUD

dikembalikan untuk diperbaiki




26 Tidak Ya
Mengoreksi STILUD, jika setuju ) Konsep/draft
membubuhkan paraf, jika tidak Konseg/draft STILUD!  [5:Menit STILUD
dikembalikan untuk diperbaiki ik ,\ /

47
Mengoreksi STILUD, jika setuju Ya
membubuhkan tanda tangan, jika / \ STILUD 5 Menit STILUD
tidak dikembalikan untuk diperbaiki ek ha WO

48 Y
Mengoreksi STILUD, jika setuju \ _
membubuhkan tanda tangan, jika STILUD 5 Menit STILUD
tidak dikembalikan untuk diperbaiki /

50

,{ SELESAI | STILUD 5 Menit STILUD

Membagi STILUD




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MUTASI ANTAR SATUAN KERJA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 35 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Mutasi Antar Satuan Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;

1. Memahami Kebijakan mengenai Mutasi Antar Satker/Unit Kerja;
2. Memiliki pemahaman tentang Mutasi Antar Satker/Unit Kerja;

3. Memiliki kemampuan mengevaluasi Mutasi

2. Peraturan BKN RI nomor:5 tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi;
3. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 857.1/1I/HK/424.013/2014
tanggal 27 Januari 2014 tentang pendelegasian Wewenang kepada
para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Mutasi Antar Satker/Unit Kerja
5. Buku Register Mutasi Antar Satker/Unit Kerja.
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak dapat pindah/mutasi antar
satuan kerja.

Arsip SK Mutasi Antar Satker/Unit Kerja dan Buku Register Mutasi Antar Satker/Unit Kerja.




Pelaksana Mutu Baku
i . Keterangan
No. Kegiatan Kabid Mutasi | Subko Pengembangan| Fungsional
i Kelengk Waktu Output
Kahes Selaetaris dan Promosi | Karier dan Promosi Umum ergapan tp

Kepala BKPSDM menerima usulan Mutasi o

Antar Satker/Unit Kerja dari Kepala OPD Mulai Berkas us_ulan Mutas: dari 10 Menit |Berkas Usulan
1 yang telah mendapat disposisi Bupati dan @ Satker/Unit Kerja

selanjutnya diteruskan kepada Kabid

Memeriksa usulan Mutasi Antar Satker/Unit

Kerja dan mendisposisi kepada Kasubid o
2 untuk ditempatkan pada Satker/Unit Kerja > Berkas usglan Mutasn dari 10 Menit |Berkas Usulan

lain yang kekurangan tenaga fungsional Satker/Unit Kerja

umum disesuaikan dengan formasi

kebutuhan

Merencanakan formasi kebutuhan pada o
3 Satker/Unit Kerja yang masih kekurangan Berkas usylan Mutasu dari 20 Menit |Berkas Usulan

tenaga fungsional umum dan menyusun - Satker/Unit Kerja

konsep Mutasi Antar Satker / Unit Kerja

. . y Perangkat komputer,

Mengetik konsep Keputusan Mutasi Antar Konsep Keputusan  |Konsep surat
4 |Satker/Unit Kerja untuk disediakan ke Tiohk Mutasi Antar Satker / 15 Menit Mutasi

Subko Pengembangan Karier dan Promosi Unit Kerja

Kasubid meneliti konsep Keputusan Mutasi & i

Antar Satker/Unit Kerja, jika benar diparaf /> Konsep surat Mutasi 10 Menit [onseP sura
. dan disediakan kepada Kabid, jika tidak TIBAK ik P Mutasi

benar dikembalikan untuk diberbaiki

Memeriksa konsep Keputusan Mutasi Antar " i

Satker/Unit Kerja, jika benar diparaf dan s e YA ionsen surat Mutasi 10 Menit [onsep sura
© disediakan kepada Sekretaris BKPSDM, jika N P Mutasi

tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa konsep Keputusan Mutasi Antar| TIDAK
- |Satker/Unit Kerja, jika benar diparaf dan <\, YA Krisep &irat Mot 10 Menit |<onsep surat

disediakan kepada Kepala BKPSDM, jika i Mutasi

tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki

Menandatangani konsep Keputusan Mutasi ) | kepitusan
8 |Antar Satker/Unit Kerja dan menyerahkan < A Konsep surat Mutasi 10 Menit Mu?asi

kepada Kabid Mutasi dan Promosi |




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi | Subko Pengembangan| Fungsional Keterangan
i Kelengkapan Waktu Output
Banan Selavtnre dan Promosi | Karier dan Promosi Umum sEsngrap 3
Menyerah!(an Keputusan Mutas_i Antar ) . |Keputusan
9 |Satker/Unit Kerja kepada Kasubid untuk > Keputusan Mutasi 5 Menit Mutasi
didistribusikan
Memerintah  Fungsional Umum  untuk . . |Keputusan
10 |meregister dan mendistribusikan Keputusan > Keputusan Mutasi 5 Menit 1) tasi
Mutasi Antar Satker/Unit Kerja
Mereg.ister dan mendistribusi_kan Keputusan i Tanda Terima
11 [Mutasi Antar Satker/Unit Kerja ke PNS dan = Keputusan Mutasi 3 Jam Keputusan
OPD yang bersangkutan
13 |MengUpdate Data PNS yang dimutasikan Selesai Keputusan Mutasi 5 Menit |Validasi Data
T~

o

BADAN-KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
~" SUMBER DAYA MANUSIA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MUTASI MASUK KAB. PASURUAN




Nomor SOP 065/ 36 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | [2nggal Pembuatan Mel 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efek
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Mutasi Masuk Kab. Pasuruan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

%

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Keputusan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi;

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 857.1/1I/HK/424.013/2014
tanggal 27 Januari 2014 tentang pendelegasian Wewenang kepada
para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1. Memahami Kebijakan mengenai Mutasi Pegawai;
2. Memiliki pemahaman tentang Mutasi Pegawai;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK

2. Seperangkat Komputer
3. Printer

4. Pedoman Mutasi Pegawai.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak dapat pindah/mutasi
masuk Kabupaten Pasuruan.




Pelaksana Mutu Baku
. X : Subko " Keterangan
i Bays KABAN | Sekretaris :::':r'::::;' Pengembangan F"ﬂf:l:::'a' Kelengkapan Waktu Output
Karier dan Promosi

Menerima usulan Mutasi Masuk yang Surat dan berkas usulan
y [felrmendapat dispasis] Bupatiehtetans) o dari instansi lain ke Pemkab| 10 Menit |Disposisi

Daerah kemudian mendisposisi kepada wal —

Kabid
2 Meme.ri HEE Kl mendisposisika.n usiNan Surat Usulan dan Berkas 10 Menit | Disposisi

Mutasi Masuk kepada Sub Koordinator

Meneliti berkas usulan Mutasi Masuk dan

menyiapkan konsep surat penawaran _|konsep Surat
3 |Mutasi Masuk kepada OPD yang masih Surat Usulan dan Berkas |20 Menit Penawgran

kekurangan tenaga sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikannya

N

Mengetik konsep surat penawaran Mutasi T i —— Konsep Surat
4 |Masuk ke OPD . u Penawaran

Meneliti hasil ketikan konsep surat J

penawaran Mutasi Masuk kepada OPD, L. .. |Konsep Surat
5 |jika benar diparaf dan diteruskan ke Kabid Ya <> 'dak | Konsep Surat Penawaran |10 Menit Penaw';ran

jika tidak benar dikembalikan untuk A

diperbaiki

Memeriksa konsep surat penawaran WV

Mutasi Masuk kepada OPD, jika benar TN Tidak Konsep Surst Penawaran | 10 Menit|Fonsep Surat
5 diparaf dan diteruskan ke Sekretaris, jika Ya Y P Penawaran

tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki A

Memeriksa konsep surat penawaran

Mutasi Masuk ke OPD, jika benar diparaf X Konsep Surat
7 |kemudian disediakan kepada Kepala <\ Tidak Konsep Surat Penawaran |10 Menit Penaw?aran

BKPSDM untuk ditandatangani, jika tidak i

benar dikembalikan untuk diperbaiki Ya

Menandatangani konsep surat penawaran Konsep Surat Penawaran |10 Menit Surat
8 Mutasi Masuk kepada OPD P Penawaran

Meregister dan mendistribusikan surat N Siat Penawardn 1 Hari Surat
1 |Penawaran Mutasi Masuk kepada OPD Penawaran




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi Siubko Fungsional Keterangan
KABAN Sekretaris 2 Pengembangan Kelengkapan Waktu Output
dan Promosi < . Umum
Karier dan Promosi
Menerima surat persetujuan Mutasi Masuk
dari OPD sesuai yang ditawarkan Surat Persetujuan Mutasi | - s
2 kemudian didisposisi untuk  seleksi masuk dari SKPD 10 Menk Disposisl
wawancara
) ) . \
Memeriksa surat persetujuan Mutasi ;
13 |Masuk dari OPD kemudian didisposisi ke Surat Perssiuuan SKPD' | 46 el
i i dan Penawaran
Kasubid untuk untuk seleksi wawancara
Meneliti surat persetujuan Mutasi Masuk .
: ; : " Surat Persetujuan SKPD .. |Konsep Nota
14 |dari OPD dan menyiapkan untuk seleksi dan Konsep Nota Dinas 20 Menit Dinas
wawancara
y dilakukan oleh TIM
Seleksi Mutasi, jika
Wawancara seleksi mutasi ke Kab. . . sesuai dilanjutkan
15 Pasuruan Wawancara 90 menit |Rekomendasi proses mutasi jika tidak
sesuai kebutuhan maka
pengembalian berkas
\ 4
15 Mengetik Konsep Nota Dinas usulan Surat Persetujuan SKPD 15 Menit Konsep Nota
Mutasi Masuk kepada Bupati Tidak dan Konsep Nota Dinas Dinas
Meneliti konsep Nota Dinas usulan mutasi
masuk kepada Bupati, jika benar diparaf, N Konsep Nota Dinas, Berkas .. |Konsep Nota
16 |. S ¥ g > < 10 Menit | .
jika tidak benar dikembalikan untuk SR Usulan Dinas
diperbaiki
Memeriksa kosep Nota Dinas usulan Tidak Ya
17 Mutasi Masuk jika benar diparaf untuk - Konsep Nota Dinas, Berkas 10 Menit Konsep Nota
diteruskan ke Sekretaris Badan, jika tidak >\>ﬁ-—— Usulan Dinas
benar dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa Konsep Nota Dinas usulan Tidak ¥
Mutasi Masuk, jika benar diparaf dan e ; .. |Konsep Nota
18 | disediakan kepada Kepala BKPPD | jika < anep NptH Binas 10 Menit | yias
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki Ya




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi Subko Fungsional Keterangan
KABAN | Sekretaris = Pengembangan Kelengkapan Waktu Output
dan Promosi s : Umum
Karier dan Promosi

Disposisi Bupati

Menandatangani Nota Dinas usulan I (tenggang waktu

Mutasi Masuk untuk disediakan kepada i Nota Dinas dan Lembar .. |proses

19 : < 5 : ) . 10 Menit i
Bupati dengan lembar disposisi melalui Disposisi persetujuan
Asisten Administrasi Umum dan Sekda Bupati kurang

lebih 5 Hari)
Menerima disposisi pada nota dinas v

20 usulan Mutasi Masuk dari Bupati untuk Lembar Disposisi, Nota 10 Menit Nota Dinas
ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan Dinas Mutasi Masuk Mutasi Masuk
mendisposisikan kepada Kabid
Kabid memerintahkan Kasubid untuk " -

21 |menyiapkan konsep surat persetujuan B Lgmbar Dlspp slsl, Nota 10 Menit |disposisi

- 2 - Dinas Mutasi Masuk
mutasi kepada PPK instansi asal
Kasubid menyiapkan konsep surat usul Lembar Disposisi, Nota
; : : . Konsep Surat
permohonan persetujuan mutasi kepada > Dinas Mutasi Masuk. . .
22 - ; i 3 . . | 20 Menit | Persetujuan
PPK instansi asal diketik oleh Fungsional Konsep Persetujuan Mutasi ;
Mutasi Masuk
Umum é Masuk
. Lembar Disposisi, Nota
Mengetik konsep surat usul permohonan : : Konsep Surat
: ; § : Dinas Mutasi Masuk. . .

23 |persetujuan mutasi kepada PPK instansi Konsep Persetuiuan Mutasi 15 Menit |Persetujuan
asal untuk disediakan ke Kasubid Masukp I Mutasi Masuk
Meneliti konsep surat persetuj tasi K

u ujuan mutasi
kepada PPK instansi asal , jika benar 1 / \, Konsep Surat Persetujuan ; Konsep_Surat

24 | : g > < : 10 Menit |Persetujuan
diparaf dan diteruskan ke Kabid, jika tidak \ / Mutasi Masuk Mutasi Masuk
benar dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep surat usul permohonan Tidak Ya
persetujuan mutasi kepada PPK instansi Konsep Surat Persetujuan Konsep Surat

25 |asal , jika benar diserahkan kepada N P \< Mutasi Masuk dan Berkas | 10 Menit |Persetujuan
Sekretaris BKPSDM , jika tidak benar \ / Mutasi Masuk Mutasi Masuk
dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa Konsep surat usul Tidak Ya
permohonan persetujuan mutasi kepada \ Konsep Surat Persetujuan St

26 . . . ) - : 10 Menit |Persetujuan
PPK instansi asal jika benar diparaf, jika Mutasi Masuk Mutasi Masuk
tidak benar dikembalikan untuk diperbaiki Ya




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi D Fungsional Keterangan
KABAN | Sekretaris S Pengembangan Kelengkapan Waktu Output
dan Promosi F ” Umum
Karier dan Promosi
Menandatangani surat usul permohonan Surat
o7 persetujuan n_"nqtasa kepada PPK mstans! — Konse_p Surat Persetujuan 10 Menit |Persetujuan
asal yang ditujukan ke Gubernur sesuai Mutasi Masuk Mutasi Masuk
kewenangannya
Memerintahkan Sub Koordinator untuk Surat
og |mengirim Surat Per§etu1uan sn._lrat usul Surat Persetujuan Mutasi 5Jam |Persetujuan
permohonan persetujuan mutasi kepada Masuk :
) ] Mutasi Masuk
PPK instansi asal
Memerintahkan Fungsional Umum untuk ; : Surat
29 |meregister dan entry data mutasi masuk !‘S;'::;[f arsgtujuan Mulas 5Jam |Persetujuan
pada aplikasi SAPK dan E Mutasi Mutasi Masuk
; ; Surat
Meregister, dan mengirim surat aifjkpgjibuﬁ:nix::a& Persetujuan dan
30 |persetujuan mutasi kepada PPK instansi Mutasi’ Betkas Ugsulan 30 menit |berkas Mutasi
asal beserta entry data ke SAPK N Masuk siap
Mutasi HERES
dikirim
Menerima Tembusan Keputusan Mutasi Tembusan SK
Masuk dari Kepala BKN/ Gubernur Jatim Tembusan keputusan Mutasi Masuk
31 [vang telah didisposisikan Bupati/Sekda Mutasi Masuk dari Kepala | 10 Menit |dari Kepala
untuk ditindaklanjuti kemudian BKN/Gubernur Jatim BKN/Gubernur
mendisposisikan ke Kabid Jatim
Menerima dan medisposisikan kepada Tembusan keputusan
32 |Kasubid untuk membuat surat Mutasi Masuk dari Kepala | 10 Menit |disposisi
penempatan BKN/Gubernur Jatim
Tembusan keputusan
33 Menyiapkan konsep Keputusan Mutasi Masuk dari Kepala 20 Menit Konsep Surat
Penempatan ke OPD > BKN/Gubernur Jatim, dan Penempatan
Konsep Surat
L 4
Mengetik dan mencetak  konsep Tembgsan keputu_san .. |Konsep Surat
o Keputusan Penempatan ke OPD Mutesi Masuldaltiiepals | 15 Menl Penempatan
P p BKN/Gubernur Jatim P
Meneliti hasil ketikan konsep Keputusan Tidak
Penempatan jika benar diparaf dan Tembusan keputusan Konsep Surat
35 |diteruskan kepada Kabid, jika tidak benar o NG Mutasi Masuk dari Kepala | 10 Menit |Keputusan
maka dikembalikan untuk diperbaiki BKN/Gubernur Jatim Penempatan




Pelaksana Mutu Baku
. Subko 2
K i i Keterangan
agisten KABAN Sekretaris g Mums_l Pengembangan Fungsiona) Kelengkapan Waktu QOutput
dan Promosi < . Umum
Karier dan Promosi
Memeriksa konsep keputusan Tidak
penempatan jika benar diparaf dan Konsep Surat Keputusan Menit Eonsfp Surat
36 |diteruskan kepada Sekretaris, jika tidak > Penempatan 10 Meni PePU usa?
benar dikembalikan untuk diperbaiki s N SHEMpaRR
103

37

Memeriksa Konsep Keputusan
Penempatan jika benar diparaf, jika tidak
benar dikembalikan untuk diperbaiki

>.7

Ya

Konsep Surat

Konsep Surat Keputusan 10 Menit |Keputusan

Penempatan

38

41

Ya Penempatan
Menandatangani Konsep  Keputusan K
2 y onsep Surat Keputusan .. |Surat Keputusan
E:E%mpatan. kemudian diteruskan ke 3 Penempatan 10 Menit Penempatan
Mendistribusikan ke PNS dan OPD yang Sttt KeBliEar Bukti Tanda
bersangkutan >( Selesai ) 2 pt . 20 menit [Terima Surat
enempata dan SK

e

™.

KEPALA BADAN-KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
~ SUMBER.DAYA MANUSIA

— X [




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MUTASI KELUAR KAB. PASURUAN




Nomor SOP 065/ 37 1424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 2299:: ;23};“3‘3" Mei 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN “Tanggal Efektit
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Mutasi Keluar Kab. Pasuruan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 2009;

1. Memahami Kebijakan mengenai Mutasi Pegawai;
2. Memiliki pemahaman tentang Mutasi Pegawai;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 857.1/1I/HK/424.013/2014
tanggal 27 Januari 2014 tentang pendelegasian Wewenang kepada
para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Mutasi Pegawai.
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak berjalan maka ASN tidak dapat pindah/mutasi
keluar Kabupaten Pasuruan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi | Subko Pengembangan| Fungsional Keterangan
i Kelengkapan kt Output
pERE Selretaris dan Promosi | Karier dan Promosi Umum grapa e P
Menerima usulan Mutasi Keluar yang telah Surat dan berkas usulan
mendapat disposisi Bupati/Sekretariat mutasi dari PPK Insatansi it |Di .
1 Daerah kemudian memeriksa dan m penerima dengan lampiran 10 Menit | Disgocie
mendisposisi kepada Kabid persyaratan mutasi
Memeriksa dan mendisposisikan usulan " . -
B 10 Menit |Disposis
? Mutasi Keluar kepada Sub Koordinator Surel Usulan dan Berkae e postel
Meneliti berkas usulan Mutasi Keluar dan
menyiapkan konsep Nota Dinas kepada S lan dan B Menit Konsep Nota
2 Bupati kemudian mendisposisi ke Fungsional Surst Usulan dan Beras 20hnnt Dinas
Umum
Mengetik dan mencetak konsep Nota Dinas e Konsep Nota
4 |Mutasi Keluar kepada Bupati untuk > Konsep Nota Dinas 15 Menit Di
T : inas
disediakan Kepada Kasubid —"
Meneliti hasil ketikan konsep Nota Dinas
5 usulan Mutasi Keluar kepada Bupati, jika - / \’ Konsep Nota Dinas, Berkas 10 Menit Konsep Nota
benar diparaf, jika tidak benar dikembalikan - / Usulan Dinas
untuk diperbaiki TIDAK
Memeriksa konsep Nota Dinas usulan Mutasi YA
6 Keluar jika benar diparaf untuk diteruskan ke 1 / \, Konsep Nota Dinas, Berkas 10 Menit Konsep Nota
Sekretaris, jika tidak benar dikembalikan \ / e Usulan Dinas
untuk diperbaiki TIDAK
Memeriksa konsep Nota Dinas usulan Mutasi YA
Keluar, jika benar diparaf dan diserahkan ; Meni Konsep Nota
nit | .
r kepada Kepala BKPSDM, jika tidak benar gt Dinss 10 Menit Dinas
dikembalikan untuk diperbaiki
; < ; YA Disposisi Bupati
Menandatangani Nota Dinas usulan Mutasi
- : (tenggang waktu
Keluar untuk disediakan kepada Bupati :
: £ = : Nota Dinas dan Lembar .. |proses
8 |dengan lembar disposisi melalui Asisten Di 21 10 Menit :

o . A isposisi persetujuan
Administrasi dan Umum dan Sekretaris Bupati k
Daerah Hpat ura_ng

lebih 5 Hari)
Menerima disposisi usulan Mutasi Keluar dari A . - =
9 |Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan Esinbar Diapastit, Not 10 Menit Ptz Cings

dan mendisposisikan kepada Kabid

Dinas Mutasi Keluar

Mutasi Keluar




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi | Subko Pengembangan| Fungsional Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
IGARAN SeNreian dan Promosi | Karier dan Promosi Umum g Hig
. . 7 . Surat

10 Memerintahkan Sub Koordinator untuk Lgmbar D:sp_osnsu Nota 10 Menit |Persetujuan

menyiapkan konsep surat persetujuan Dinas Mutasi Keluar Mutasi Keluar
Lembar Disposisi, Nota
Memerintahkan Fungsional Umum untuk Dinas Mutas i Masuk KonseplSurat

11 |mengetik konsep surat Persetujuan Mutasi = Konse Persetu'uan.Mutasi 10 Menit |Persetujuan

Keluar Keiuarp / Mutasi Keluar
W Lembar Disposisi, Nota Konsep Surat

12 Mengetik konsep surat persetujuan Mutasi > Dinas Mutasi Masuk. 15 Menit |Persetujuan

Keluar untuk disediakan ke Kasubid Konsep Persetujuan Mutasi Mutasi Keluar
TIDAK Keluar
Meneliti konsep surat persetujuan Mutasi 7 Konsen Surat

13 |Keluar, jika benar diparaf dan diteruskan ke / \ Konsep Surat Persetujuan | o o o Persetﬁjuan
Kabid, jika tidak benar dikembalikan untuk > < Mutasi Keluar Mutasi Keluar
diperbaiki TIDAK
Memeriksa konsep surat _Persetujuan Mutasi /\ Ya Konsep Surat Persetujuan Konsep Surat
Keluar, jika benar diserahkan kepada 3 P h i |Persetui

14 S . 7 : Mutasi Masuk dan Berkas | 10 Menit |Persetujuan
Sekreta.ns, j!k_a tidak benar dikembalikan \ / Mutasi Keluar Mutas! Keliiar
untuk diperbaiki TIDAK
Meneliti Konsep Surat Persetujuan Mutasi YA Konsen Surat Persetujuan Surat )

15 |Keluar jika benar diparaf, jika tidak benar \ Muta:ipKeluar | 10 Menit Perset.u]uan
benar dikembalikan untuk diperbaiki Mutasi Keluar

YA
Menandatangani Surat Persetujuan Mutasi K : Surat
onsep Surat Persetujuan . .

16 |Keluar yang ditujukan ke PPK Instansi MutasipKeluar ] 10 Menit Perset_uluan
Penerima sesuai kewenangannya Mutasi Keluar
Memerintahkan Sub Koordinator untuk . Surat

Konsep Surat Persetujuan : .

17 |mengirim Surat Persetujuan Mutasi Keluar ke MutasipKeluar | 5 Menit Perset.UJuan
PPK Instansi Penerima Mutasi Keluar
Memerintahkan Fungsional Umum untuk A ; Surat

Konsep Surat Persetujuan . .
18 |meregister dan mengirim ke PPK Instansi MutasipKeIuar I 5 Menit |Persetujuan
Penerima Mutasi Keluar
. Surat
Surat Persetujuan Mutasi ;
Meregister dan mengirim Surat Persetujuan Kekuar. Buku #’\‘egister ) Persetujuan d‘an

19 |Mutasi Keluar beserta kelengkapannya ke > Mutasi’ Berkas Uslar 1 Hari |berkas I‘-_iutam

PPK Instansi Penerima ‘ Keluar siap

Mutasi

dikirim




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan : Keterangan
g o | o | b | utke Persomoangan| ol | ngiapan | Wkt | ou v
Menerima Tembusan Keputusan Mutasi Tembusan SK
Keluar dari Kepala BKN/ Gubernur Jatim Tembusan keputusan Mutasi Masuk
yang telah didisposisi Bupati/Sekda untuk Mutasi Keluar dari Kepala | 10 Menit |dari Kepala
ditindaklanjuti kemudian mendisposisi ke BKN/Gubermnur Jatim BKN/Gubernur
Kabid Jatim
Tembusan SK
Menerima dan medisposisikan kepada Sub Tembusan keputusan Mutasi Keluar
Koordinator untuk proses surat penghadapan > Mutasi Masuk dari Kepala | 5 Menit |dari Kepala
PNS ybs. BKN/Gubernur Jatim BKN/Gubernur
Jatim
KOTTSEP
A 4 Tembusan keputusan Keputusan
Mengkonsep surat penghadapan PNS yang Mutasi Keluar dari Kepala 30 Menit Pemberhentian
bersangkutan BKN/Gubernur Jatim, dan dari Jabatan
Konsep Surat Administrasiffun
acinanal
- Tembusan keputusan
v Mutasi Keluar dari Kepala
Mengetik dan mencetak proses surat <l BKN/Gubernur Jatim 20 Menit Konsep Surat
penghadapan PNS yang bersangkutan. - Konsep Keputusan Penempatan
Pemberhentian dari Jabatan
Administrasiffungsional
Meneliti konsep surat penghadapan PNS p—
yl_;\s.jika -benar dipgraf. jikg tidak benar Konsep Keputusan Konsep Surat
AR T i ;/ \< Pemberhentian dari Jabatan| 10 Menit |Keputusan
\ / Administrasi/fungsional Penempatan
Meneliti konsep surat penghadapan PNS TIDAK - Konsep
yps.jika benar diparaf, jika tidak benar Konisep Keputusan Keputusan
dikembalikan untuk diperbaiki ; / Pemberhentian dari Jabatan| 10 Menit Perpberhenttan
\ Administrasiffungsional danl Jabatar!
Administrasi/fun
gsional
Meneliti konsep surat penghadapan PNS TIDAK| YA Konsep
ybsjika benar diparaf, jika tidak benar K K Keputusan Koreksi di Bagian Hukum
dikembalikan untuk diperbaiki \ pons:;) h e;;_utuzan_ Jabatan| 10 Menit Pemberhentian |dan pembetulan konsep
< Azﬁiniétrear;i;?:ngz,?onaal i S | dari Jabatan Keputusan membutuhkan
Administrasiffun |waktu + 5 hari
gsional




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabid Mutasi | Subko Pengembangan | Fungsional Katarangen
i Kelengkapan Waktu Output
KASAN g dan Promosi | Karier dan Promosi Umum o utg

Menandatangani konsep surat A
penghadapan PNS ybs . |Surat

28 Surat Penghadapan 10 Menit Penghadapan
Meregister Surat Penghadapan  dan
menyerahkan kepada PNS Ybs. < . |Surat

39 = Surat Penghadapan 1 Hari Penghadapan
MengUpdate Data Mutasi keluar pada 2

40 |aplikasi simpeg. Selesai g:gif:;:;‘:sa" 10 Menit [Validasi data

KEPALABAD

‘\ Pembina,-T;R.’iJ Ib)

“~._ NIP.196512051689032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 38 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penilaian Prestasi Kerja PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil;

3. Perka BKN No. 01 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP
No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

1. Memahami kebijakan mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS;
2. Memiliki pemahaman tentang administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS.

4. Peraturan Bupati No. 117 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Pedoman Penilaian Prestasi Kerja PNS
2. Seperangkat Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka Penilaian Prestasi Kerja PNS tidak
terlaporkan

Penilaian Prestasi Kerja PNS




Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kabid Penilaian |Subko Penilaian dan

No. Keterangan
KABAN Kinerja Aparatur dan | Evaluasi Kinerja ANALIS KINERJA Kelengkapan Waktu Output
Penghargaan Aparatur
1
Mendisposisi berkas rekap SKP l MULAI I .
1h berk
dan PPK dari OPD Rekap SKP dan PPK ari as
2
Meregister berkas rekap SKP dan 5 menit register surat
PPK me masuk
3
E:Eg;igkaﬁ s S5 G 30 menit hasil verifikasi
4
Mengklarifikasi berkas rekap SKP 10 menit revisi rekap SKP
dan PPK ke OPD dan PPK
5
. rekap SKP dan
Mengkompulir rekap SKP dan PPK 2 hari PPK yang sudah
yang sudah benar bisriar
6
; ; rekap yang telah
Memasukkan ID pegawai per orang 1 hari terinput id pegawai
7 y
Mengupload nilai SKP dan PPK ke 1 hari data terimpor ke
Aplikasi SAPK SAPK




Merekap data SKP dan PPK yang
sudah berhasil diupload dai aplikasi
SAPK

prosentase rekap
1 hari data yang sudah
masuk SAPK

Melaporkan ke BKN

l SELESAI I

Laporan data
jumiah PNS yang
sudah masuk nilai
PPK

1 hari

o —

KEPALA B’&DAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER L‘)AYA MANUSIA

K 1DA BURYANI, M.Si.
Pembina Tk. 1/ (IV/b)
NIP.196512051989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN




Nomor SOP 065/ 39 /424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN =
| Tanggal Revisi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektif

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami kebijakan mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS;

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja | 2. Memiliki pemahaman tentang administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Pegawai Negeri Sipil;

3. Perka BKN No. 01 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP
No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

4. Peraturan Bupati No. 117 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Pedoman Penilaian Prestasi Kerja PNS
2. Seperangkat Komputer
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak berjalan maka Penilaian Prestasi Kerja PNS tidak | Penilaian Prestasi Kerja PNS
terlaporkan




Pelaksana Mutu Baku
No. kg = Kabid Penilaian Subko Penilaian Keterangan
KABAN Kinerja Aparatur dan dan Evaluasi ANALIS KINERJA Kelengkapan Waktu Output
Penghargaan Kinerja Aparatur
1
2 i Rekap kualifikasi,
Mendisposisi berkas rekap SKP g .
L k tensi, k 1h berkas
dan PPK dari OPD MULAI dgsrir;')ﬁ’i?\ ensi, kinerja dan ari
2
Meregister berkas rekap IP ASN smenit |edmor S
3
Memverifikasi berkas |IP ASN 30 menit |hasil verifikasi
4 A
Mengklarifikasi berkas rekap IP 10 menit | €visi berkas IP
ASN ASN
5 3
Mengkompulir rekap IP ASN yang 2 hari rekap IP ASN
sudah sesuai yang sudah benar
6
o ) data terimpor ke
Mengupload ke aplikasi SAPK L SAPK
4 t k
prosentase rekap
Mereka.p c}ata P ASN ya!ng §udah 1 hari data yang sudah
berhasil diupload dai aplikasi SAPK masuk SAPK
8
Laporan data
: jumlah PNS yang
Melaporkan ke BKN [ seesm | 1 hari sudah masuk nilai
IP ASN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

F i

SUMBER'DAYA MANUSIA

IDABURYANI, M.Si
NN Pembiria Tk. | /(IV/b)
"7 T-NIP:196512051989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN PEMBINAAN PNS




Nomor SOP 065/ 40 /1424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | 120098 penuaten Mel 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanagal Efektif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Prosedur Proses Penyelesaian Pembinaan PNS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana .

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami penyelesaian Pembinaan PNS dan Hukuman Disiplin;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 2. Mampu menyelesaiakan administrasi pembinaan PNS dan Penetapan Hukuman Disiplin.

3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksa-naan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan;

PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

PP No. 17 tahun 2020 perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 tentang
manajemen PNS;

6. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

oA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Seperangkat Komputer
2. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan




Mutu Baku

Uraian Prosedur
No. Kabid Penilaian Kinerja Subko Disiplin dan Pengelola Disiplin Keterangan
Aparatur dan Penghargaan Penghargaan Pegawai Kelenplapan Wty Output
1
Mendisposisi berkas pembinaan ASN MULAI I 5 menit berkas
2 ¥
Mengkaji berkas pembinaan ASN 1 jam berkas
3
Meregister berkas pembinaan Asn 5 menit register surat
4
Meneliti berkas pembinaan ASN 1 jam berkas
|
5 . ) ] v
Mengkoordinasikan berkas pembinaan 2 jam —
ASN
|
6 3
Menyiapkan konsep surat pembinaan 1 jam surat
7
Mengetik surat pembinaan 30 menit  |surat
8
Mengirim surat pembinaan 1 jam surat
g - -
Mengkoordinasikan pelaksanaan jadwal .
. . 2 jam surat
kegiatan pemeriksaan
10 M iapk ] ]
er)yrap an surat pan_ggﬂan dinas 1 jei st pangailan
kegiatan proses pembinaan
11 M . .
. I:nyrapkan proses pemeriksaan oleh 1 B —_-




12

Mengkoordinasikan pelaksanaan jadwal

. e 2 jam surat
rapat tim pelanggaran disiplin PNS
13 ]
Menyiapkan undangan kepada seluruh 30 menit suratundbngsn
anggota tim pelanggaran disiplin ASN
14 ]
Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat 1 jamm surat
tim
15 . .
Menyampaikan berita acara hasil rapat 1 hari surat
tim pelanggaran disiplin ASN
16 . .
Menyiapkan konsep nota dinas laporan 1 minggu konsep nota dinas
hasil pertimbangan tim
17 - -
Mengetik nota dinas laporan hasil 1 hari E—p—
pertimbangan tim
18 - = - - ‘
Mengirim nota dinas laporan hasil 1jam o dias
pertimbangan tim
19
Menyiapkan konsep penetapan 1 jam konsep SK
hukuman disiplin PNS
20
Mengetik konsep penetapan hukuman 1 hari konsep 8K
disiplin I
21 ] Y
Menyiapkan konsep nota pengajuan 1jam
naskah dinas
|
22 . ] v
Mengetik Nota Pengajuan Konsep —.
Naskah Dinas |
23 |Mengajukan NPKND tentang penetapan L
surat keputusan hukuman disiplin ke 1 minggu Surat Keputusan

Bupati




24

I\Dfliz:"ci;:‘ster Surat Keputusan hukuman 40 mesit register SK
25 . )

glle(mylapkan Berita Acara penyerahan 30 menit BA penyerahan SK
26 N

Menyampaikan SK Hukuman Disiplin ! SELESAI | 1 jam Surat Keputusan

KEPALArBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

K IDA SHRYANI, M.Si.
Pembina Tk. 1/ {IV/b)
e 196512051989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELESAIAN PENYAMPAIAN LHKPN




Nomor SOP 065/ 41 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN | Jandgai Fembuatan Mel 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tan%m Efektif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Penyelesaian Penyampaian LHKPN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan
tindan korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang
No. 1 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002
tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi
undang-undang;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPK) No. 7 tahun 2016
tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta
kekayaan penyelenggara negara;

Surat Edaran KPK No. 09 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

1. Memahami penyelesaian administrasi LHKPN,;
2. Mampu menyelesaiakan administrasi LHKPN..

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Seperangkat Komputer
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




Uraian Prosedur

Mutu Baku

No. Kabid Penilaian Kinerja Subko Disiplin dan | Pengelola Disiplin . Keterangan
Aparatur dan Penghargaan Penghargaan Pegawai Katenokapn Wak Uy
1
Mendisposisi surat penyelesaian LHKPN | MULAI | 1jam surat
2
Memverifikasi penyampaian LHKPN 1jam Format Ecxel
3
Meregister Penyampaian LHKPN dan 15menit  |register data
Sofrcopy LHKPN
4 ¥
Menghimpun penyampaian LHKPN dan 3 buan berkas dan
softcopy LHKPN softcopy
5
Mengkoordinasikan kelengkapan isian Hibiifiin bartias
LHKPN kepada Penyelenggara Negara
6
Memvalidasi kelengkapan penyampaian 4 biilan haias
LHKPN dan softcopy LHKPN
7
Menyampaiakan softcopy LHKPN o Format Eesel
melalui email ke KPK RI
|
8 v
Menyiapkan konsep surat oengantar dan 1ja st dan borks
daftar rekapitulasi LHKPN ke KPK Rl
9
Mengetik konsep surat pengantar dan 1 jam sarat dein batkas
daftar rekapitulasi LHKPN ke KPK RI
10 IMengirim surat pengantar dan daftar
rekapitulasi LHKPN ke Sekda untuk 1 minggu surat dan berkas

dikirim ke BPK RI




"

Mengevaluasi surat pengantar da daftar
rekapitulasi LHKPN dari Sekda untuk
dikirim ke KPK RI

1 jam surat dan berkas

12

Menyampaikan LHKPN ke KPK RI

| SELESAI :(

3 hari surat dan berkas

T
KEPALABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
/5" SUMBERDAYA MANUSIA

g

e
\ \_-pra NINUK/IDASURYANI, M Si.
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELESAIAN PENGAJUAN USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA ASN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 42 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Penyelesaian Pengajuan Usulan Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya ASN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan;

2. PP No. 1 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

3. PP No. 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

1. Memahami penyelesaian administrasi pengajuan usulan Tanda Kehormatan

Satyalencana Karya Satya
2. Mampu menyelesaiakan administrasi pengajuan usulan Tanda Kehormatan

Satyalencana Karya Satya.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Seperangkat Komputer
2. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




No.

Uraian Prosedur

Mutu Baku

Kabid Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

Subko Disiplin dan
Penghargaan

Pengelola Disiplin
Pegawai

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mendisposisi berkas pengajuan usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya

| MULAI I

1 jam

berkas

Memverifikasi berkas pengajuan usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya

1 jam

berkas

Mengecek nama-nama usulan dan
kelengkapan berkas pengajuan usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya

15 menit

berkas

per nama
usulan

Meregister  berkas usulan  Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya
kedalam format excel untuk pembuatan
blanko Dsftsr Penelitian Usul Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

15 menit

berkas

per nama
usulan

Membuat daftar Rekapitulasi Usulan
Tanda Kehormatan Satya lancana Karya
Satya

1 minggu

berkas

Mengirimkan dan  mengkoordinasikan
daftar rekapitulas pengajuan usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya ke Inspektorat

4 minggu

berkas

Mengevaluasi daftar rekapitulasi
pengajuan usulan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya

1jam

berkas

Menyiapkan konsep surat Usulananda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1jam

knsep Usulan

Mengetik dan mencetak konsep surat
usulan dan daftar rekapitulasi usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya

1jam

berkas

10

Mencetak blanko daftar penelitian Usul
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya

15 Menit

berkas




11

Menyiapkan NPKND dan mengirim surat
usulan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya ke Sekda

1jam

berkas

12

Mengevaluasi surat Usulan dan daftar
Rekapitulasi usulan dan daftar rekapitulasi
usulan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya dari sekda untuk di kirim ke
Kemendagri

1 hari

berkas

13

Menyiapkan dan memvalidasi berkas
usulan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya untuk dikirim ke Kemendagri

1 minggu

berkas

14

Menginput usulan Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya pada aplikasi
SLKS

1 minggu

berkas

15

Mengirim surat usulan dan berkas usulan
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya ke Kemendagri

3 hari

berkas

16

Mengambil Piagam Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya ke Kemendagri

3 hari

Piagam
Penghargaan

17

Menyerahkan Piagam Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya ke PNS yang
bersangkutan

A
| SELESAI ]

1 bulan

Piagam
Penghargaan

v “:\. ‘.IV '?\

L
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERENCANAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 43 /1424.103/2022
Tanggal Pembuatan Mei 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Perencanaan Diklat Teknis Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

1. Memahami Prosedur Perencanaan Diklat Teknis Fungsional.

2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional;
3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
SOP Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional 2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan berdampak pada Pelaksanaan Diklat
Teknis Fungsional




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. Kepala Badan KABID Pengembangan | Subko Diklat Teknis Keterangan
STAF Kelengkapan Waktu Output
Diklat Provinsi MM EEUINDN, ors AR Kompetensi Aparatur | dan Fungsional e
! |Menentukan Jenis Diklat yang
_kan diiaksanakan oaua! < { MULAI I Hasil Musrenbang 1 hari Jenis Diklat
dengan kebutuhan
(Musrenbang)
? L
Lama dan Tanggal
Menentukan . waktu dan - Kegiatan Rakor 2 Jam Pelaksanaan
pelaksanaan diklat Diklat
3 L 1
Menyusun Panitia A . |SK Panitia
Kegiatan Rakor 15 Menit
Penyelenggara g Penyelenggara
4
Menyiapkan sarana dan ; . |Siap Sarana dan
Kegiatan Rakor 7 hari .
Prasarana €0 Prasarana Diklat
5
Melakukan Rakor Panitia [
Penyelenggara dengan Kegiatan Rakor tJam | belajaran
Narasumber dan Instansi Terkait
|
9 !
Menentukan persyaratan dan Konsep
sasaran peserta sesuai jenis Kegiatan Rakor 1Jam |Persyaratan
diklat Peserta
7 A
Menentukan  Kurikulum dan . . Konsep Kurikulum
Silabi Kegiatan Rakor 1jam Silabi
8 A
. " . Jadwal
Menentukan Tenaga Pengajar Kegiatan Rakor 30 menit Peribekinmmn
9
( Konsep Buku s
Menyiapkan Buku Pedoman 1 jam Buku Pedoman

Pedoman




10
Membahas Surat Keputusan i Surat Keputusan
Bersama (MOU) Kegean Rakor 1:dam Bersama (MOU)
11
Menyiapkan Surat Konsep Surat Telah tersosialisasi
Pemberitahuan Pelaksanaan Pemberitahuan 1 hari Pelaksanaan
Diklat Pelaksanaan Diklat Diklat
12 L
Menyiapkan Surat Pemanggilan Konsep Surat _ Telah tersosialisasi
Peserta Pemanggilan 1 hari Surat Pemanggilan
|Peserta Peserta
13
. Konsep Surat
Menyiapkan Surat Permohonan S pe,moﬂman Surat Permohonan
Pembukaan, Sambutan Parbtileaandan 1jam g::gztk::n dan
Pembukaan Sambutan Pembukaan
Pembukaan
14
A
Menyiapkan Jadwal Konsep Jadwal somenit /20wl
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran
15
y
Menyiapkan Daftar Hadir Calon Blangko Daftar Hadirf, - Daftar Hadir Calon
Peserta Calon Peserta i Peserta
16
L
Menyiapkan Daftar Hadir Blangko Daftar Hadir ) Daftar Hadir Calon
Narasumber SELESAI Calon Peserta AR Peserta
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
; L BERBAYA MANUSIA

mbina THT? (1V7b)
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PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 44 /1424.103/2022

Tanggal Pembuatan Mei 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala BKPSDM

Judul SOP Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional;

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

1. Memahami Prosedur Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Perencanaan Diklat Teknis Fungsional

ATK

Seperangkat Komputer

Printer

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional.
Balai Diklat

OhwON=

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pelaksanaan Diklat
Teknis Fungsional akan terhambat Pelaksanaan Diklat Teknis
Fungsional

Data Peserta Diklat




Mutu Baku

Uraian Prosedur
No. KABID Pengembangan | Subko Dikiat Teknis Keterangan
KAB lengk Output
AN Kompetensi Aparatur dan Fungsional OTAR Kelgngiapen S P
1
: : Kegiatan Penerimaan . Daftar Hadir
MULAI
Penerimaan Peserta Diklat I l Peserta 1 hari .
2
Upacara Pembukaan Diklat Acara Pembukaan 2 Jam gg:ia'"ya Ripaca
3
' Sosialisasi
Pengarahan Kegiatan Pengarahan 60 menit  |Pelaksanaan
Diklat
4
Pre Test Pelaksanaan Pre Test 60 menit  |Hasil Pre Test
5
Kegiatan Belajar Tersampalkan
Proses Kegiatan Belajar Mengajar M e ) 1-6hari  |Materi Diklat ke
engajar P
eserta
6
Selama Terpantaunya
Pembinaan Sikap Perilaku Pemantauan monitoring ) ) Sikap Perilaku
Kegiatan Diklat
Peserta
7
Post Test Pelaksanaan Post Test 60 menit  |Hasil Post Test




° |
Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi 120 menit Heed
Evaluasi/STTPP
9
i Berakhirnya
Upacara Penutupan Acara Penutupan 2]am Proses PBM
10
Konsep Surat i
Pengembalian Peserta : 30 menit Pengembalian
Pengembalian Peserta Pesarta diberikarn
1
Telah
Penyusunan Laporan tersosialisasi
. SEL Kegi 1 hari
Penyelenggaraan Diklat [ £5Hl l e i an an Pelaksanaan
Diklat

KEPALA BADANKEPEGAWA
2 SUMBERDAYAMANUSIA
3 NGy

\

AN DAN PENGEMBANGAN




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL




Nomor SOP 065/ 45 11}24.1 03/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN g:ggg: Pembuatan Mel 2622
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektf
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Penilaian Diklat Teknis Fungsional
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP | 1. Memahami Prosedur Penilaian Diklat Teknis Fungsional.
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 12 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional;

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
SOP Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional 2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Penilaian terhadap | Data Peserta Diklat
peserta Diklat Teknis Fungsional akan terhambat




Uraian Prosedur

Mutu Baku

KABID
No. Pengembangan |Subko Diklat Teknis Keterangan
KAB. Ki Wakt ut
ey Kompetensi dan Fungsional il slengkapan o D
Aparatur
1 Menyiapkan instrumen-intrumen Instiuimen (Niiéi Pre
penilaian ( Nilai Pre Test, Nilai [ F—_ ] Pedoman Diklat Teknis Steet e kel PostTont
Post Test, Nilai Sikap Perilaku ) Fungsional Nilai Sikap Perilaku)
peserta diklat
2 . .
Mendistibusikan instrumen y - Nilai Pre Test Instrumen (Nilai Pre
penilaian (Nilai Pre Test, Nilai Post ';‘ifa;”;:‘)‘zﬁe;f‘m[; a8 {jam |TeSt Niai Post Test,
Test, Nilai Sikap Perilaku) peserta Sikap Peﬁlakui Nilai Sikap Perilaku)
diklat kepada fasilitator diterima oleh fasilitator
3 Inst (Nilai Pre Test
nstrumen (Nilal Fre l1est, i g
Melaksanakan penilaian sikap dan Nilai Post Test, Nilai  |Penlaaniistrs
. . Sikap Perilaku) diterima 6 hari Test, Nilai Post Test,
perilaku peserta diklat oIIehl;asi]itator Nilai Sikap Perilaku)
t Mengumpulkan hasil penilaian Perilatan (Nitai Ere Test Terkumpulnya hasil
(Nilai Pre Test, Nolai Post Test, eARAIEA (Nilal Fre- Test, . |Penitaian (Nilai Pre
Gt e . . Nilai Post Test, Nilai 6 hari isic T
Nilai Sikap Perilaku) peserta dari Sikap Perilaku) Test, Nilai Post Test,
fasilitator Nilai Sikap Perilaku)
5 |Memasukkan data hasil penilaian ) o o Data Penilaian (Nilai
Hai o Hasil Penilaian (Nilai Pre S
(Nilai Pre Test, Nilai Post Test, o s . |Pre Test, Nilai Post
e e . Test, Nilai Post Test, Nilai 6 hari ilai Sik
Nilai Sikap Perilaku) peserta ke Sikap Perilaku) Test, Nilai Sikap
dalam Komputer Perilaku)
6 . - .
M " oy Data Penilaian (Nilai Pre Flledita Penilgian
engkoordinasikan hasil penilaian o o ; (Nilai Pre Test, Nilai
Test, Nilai Post Test, Nilai 1 hari o
peserta Sikap Perilaku) Post Test, Nilai Sikap
Perilaku)
7 File data Penilaian
. ) ne
: St File data Penilaian (Nilai % o
Memasukkan data hasil penilaian Pre Test, Nilai Post Test, 60 menit | (Nilai Pre Test, Nilai

ke dalam komputer

Nilai Sikap Perilaku)

Post Test, Nilai Sikap
Perilaku) telah fix




Menganalisa data hasil penilaian

File data Penilaian (Nilai
Pre Test, Nilai Post Test,

Hasil Penilaian (Nilai
Pre Test, Nilai Post

(l\'hIz-u Ere Test,.Nllal Post Test,_ Nilai Sikap Perilaku) telah 2 jam ;esi, Ellaa §1kap
Nilai Sikap Perilaku) peserta diklat fix d_ef' ;_k”a)s%}’fa%
ipublikasi
9
i i i Hasil Penilaian (Nilai Pre Hasil Penilaian (Nilai
MEmPtU I?Ilk_aSIKa_:I haSII rt Test, Nilai Post Test, Nilai . Pre Test, Nilai Post
fexapivash pemaman pesera Sikap Perilaku) siap ja Test, Nilai Sikap
diklat dipublikasikan Perilaku) dipublikasikan
10
Hasil Penilaian (Nilai Pre
Menetapkan hasil peringkat | SELESAI }< Test, Nilai Post Test, Nilai o . Ranking Penilaian

kelulusan peserta diklat

Sikap Perilaku)
dipublikasikan

peserta diklat

i ~Pembina Tk I(IVIb)
\ NIP 19651205‘1 989032011




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN




Nomor SOP 065/ 46 1424. 103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 13299:: ;gg;;“afa" Mei 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efekt
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Perencanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP | 1. Memahami Prosedur Perencanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill dan IV.
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

2. Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill;

3. Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV,

4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
SOP Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat lll dan IV 2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. lll dan IV.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan berdampak pada pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan Tingkat Il dan IV




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
KABID Subko Diklat Keterangan
No.
Daras mhde BUPATI SE:::;::'S KABAN Pengembangan | Penjenjangan dan STAF Kelengkapan Waktu Output
Kompetensi Aparatur Sertifikasi
1
Fembyninken LIPDI T Seisks: MULAI —1—1 Kegiatan Rakor 1 han Hasil Rakor TSPDI
Peserta Diklat Instansi) [ }
2
Menyiapkan SK TSPDI il A | Konsep SK TSPDI 3 hari SK TSPDI
3
n Data Pejabat yang
Mengumpulk‘an .Da.ta Pe.;abat yang Data Pejabat 2 jam belum mengikuti
belum mengikuti Diklatpim diklatpim
4
Seleksi Calon Peserta yang Eata Calg;datpim
memenuhi  syarat  mengikuti ) Data Pejabat thari 1 ang memenuhi
Diklatpim kriteria
5 Tidak .
; Pejabat
Mengusulkan Pejabat yang telah 32?1&:1;?:)’:;’19
memenuhi  syarat  mengikuti Data Pejabat 2 hari mengikut
Diklatpim Diklatpim
YA
6
Data Pejabat
Menetapkan  Calon  peserta o sy;gg s jam  |PataCalon
Diklatpim mengikuti Diklatpim Peserta Diklatpim
7
Menyiapkan SK Panitia i ]| Konsep SK Panitia 1jam SK Panitia
Penyelenggara Penyelenggara Penyelenggara
° v
Membahas Surat ljin Konsep Surat ljin Surat ljin
Penyelenggaraan dan Surat " Penyelenggaraan dan |1 hari Penyelenggaraan
MOU dan MOU
Keputusan Bersama (MOU)
9
Konsep Buky 1jam Buku Pedoman

Menyiapkan Buku Pedoman

Pedoman




Menyiapkan Surat Pemanggilan Surat Pemanggilan
Peserta Data Calon Peserta 1 Jam Peserta Dikiatpim
. Konsep Surat
Menyiapkan Surat Permohonan pemo?,onan 5ura:)Permozonan
Pembukaan, Sambutan Pembukaan dan Vet Egmbﬂf:: e
Pembukaan Sarabutan Pembukaan
Pembukaan
r
Menyiapkan Jadwal Pembelajaran g:nmstf;:jgdr:)al S o ;aedﬂ:vilaiam"
Menyiapkan Daftar Hadir Calon Blangko Daftar Hadir |, = Daftar Hadir Calon
Peserta Calon Peserta l Peserta

A 2,
KEPALABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

/57 SUMBER DAYA'MANUSIA
i f~ A VA
;{‘-Jn-!' BARAN & .’ il i

(Vo)




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN




BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP 065/ 47 1424.10312022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  1angga Pembuatan Mei 2022
anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala BKPSDM

Judul SOP

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

2. Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IIl;

3. Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat 1V;

4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

1. Memahami Prosedur Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat lIl dan IV.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Perencanaan dan Penilaian Diklat Kepemimpinan Tingkat lll dan
v

1. ATK
2. Seperangkat Komputer
3. Printer

4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. Ill dan IV.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Presedur
No. Kepala Badan KABID Pengembangan Subko Diklat Keterangan
Dikiat Provinsi BUPATI Widyalswara KABAN K i A s Pen]on]ang:li dan STAF Kelengkapan Waktu Output
1
il i Kegiatan Penerimaan . Daftar Hadir
Penerimaan Peserta Diklat | MULAL I G dearta Thari  |oo e
2
Upacara Pembukaan Diklat || - . Acara Pembukaan 2 [ooea Froeme
1
3 I s 2
Sosialisasi
Pengarahan Kegiatan Pengarahan 60 menit |Pelaksanaan
Diklat
4
Pre Test Pelaksanaan Pre Test 60 menit  |Hasil Pre Test
|
5 ¥ !
Proses Kegiatan Belajar Mengajar| Kegiatan Belsjar _ |Tersampaikan
" R +60hari  |Materi Diklat ke
di Luar Kelas Mengajar In Class Paseria
|
6 v
Proses Kegiatan Belajar Mengajar| Kegiatan Belajar ~ [Terselesainya
Dalam Kelas Mengajar Out Class £30art |Hash Proyek
gaja Perubahan
T
7 ¥
x Selama  |Terpantaunya
Pembinaan Sikap Perilaku — Pemantauan monitoring Kegiatan |Sikap Perilaku
T Diklat Peserta
8 ¥
Post Test Pelaksanaan Post Test |60 menit Hasil Post Test
|
9 v
Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi  |120menit | Hasi
EvaluasiiSTTPP
1
70 ¥
|| . Berakhimya
Upacara Penutupan Acara Penutupan 2 jam Proses PBM
11 et
ura
Pengembalian Peserta Konsep Sirdt 30menit  |Pengembalian
[ Pengembalian Peserla Peserta diberikan
12 o i Telah
enyusunan Laporan . ) tersosialisasi
Penyelenggaraan Diklat SELESAl Kegialan Pecyuisunan’. 11 han Pelaksanaan
Diklat
o
¥ ﬁd}\N DAN PENGEMBANGAN

fA MANUSIA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENILAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN




Nomor SOP 065/ 48 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN gggg:: Pembuaten el 20E2
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efektif
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Penilaianan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP | 1. Memahami Prosedur Penilaian Diklat Kepemimpinan Tingkat lll dan IV.
No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

2. Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat Il;

3. Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;

4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. ATK
SOP Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat Il dan IV 2. Seperangkat Komputer
3. Printer
4. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. Il dan IV.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Penilaian terhadap
Peserta Diklat Kepemimpinan akan terhambat




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
No. Kepala Badan KABID Pengembangan|  Subko Diklat Ketorangan
ki W t
Diklat Provinsi Kompetens| Aparatur Pen];:l!:;gkzzldan STAF Kelengkapan aktu Outpu
1 . . . ot
Menyiapkan instrumen-intrumen Instrumen ( Nilai
penilaian ( Nilai Sikap Perilaku, Nilai Pedoman Diklat Sikap Perilaku, Nilai
Seminar  Rancangan  Proyek Kepemimpinan Tk lll dan| ~ 1hari  [Scrminar Rancangan
ancang Y MULAI Tkpﬁl p - Proyek Perubahan,
Perubahan, Nilai Laporan Proyek . Nilai Laporan Proyek
Perubahan) peserta diklatpim Perubahan)
2
— : . — Instrumen ( Nilai
Mendistibusikan instrumen penilaian Instrumen ( Nilai Sikap Sikap Perilaku, Nilai
( Nilai Sikap Perilaku, Nilai Seminar Perilaku, Nilai Seminar Seminar Rancangan
Rancangan Proyek Perubahan, Nilai Rancangan Proyek 1 jam Proyek Perubahan,
Laporan Proyek Perubahan) peserta Perubahan, Nilai Laporan Nilai Laporan Proyek
diklatpim kepada fasilitator Proyek Perubahan) Penmahen) diatims
oleh fasilitator
3 Penilaian ( Nilai
Instrumen ( Nilai Sikap Sikap Perilaku, Nilai
L . Perilaku, Nilai Seminar Sem[i)n ar Ra nc:ll i
Melaksanakan penilaian sikap dan Rancangan Proyek hg
ilaku peserta Diklatpim Perubahan, Nilai Laporan % 3hutan Proyek Perubahan,
perilaku p P i Nilai Laporan Proyek
P_roy_ek Pembahgz_‘n) Perubahan) peserta
diterima oleh fasilitator Diklatpim
4 Terkumpuinya
Mengumpulkan hasil penilaian ( Nilai Penilaian ( Nilai Sikap Penilaian ( Nilai
Sikap Perilaku Nilai  Seminar Perilaku, Nilai Seminar Sikap Perilaku, Nilai
d g Rancangan Proyek Seminar Rancangan
Rancangan Proyek Perubahan, Nilai Perubahan, Nilai Laporan & Shulan Proyek Perubahan,
Lfapora'n Proyek 'I_?erubahan) peserta Proyek Perubahan) Nilai Laporan Proyek
diklatpim dari fasilitator peserta Diklatpim Perubahan) peserta
Diklatpim
5 " _—
. - L Data Hasil Penilaian
i o g Hasil Penilaian ( Nil A :
Memasukkan data hasil penilaian ( Sikalp Per;laku (Nillaf" ( Nilai Sikap Perilaku,
Nilai Sikap Perilaku, Nilai Seminar Seminar Rancangan g"i' Sem’"a'; )
Rancangan Proyek Perubahan, Nilai Proyek Perubahan, Nilai + 3 bulan P:m‘;::}?:: Nzlc;e
Laporan Proyek Perubahan) peserta Laporan Proyek Laporan Pr'oyek
: < Perubahan) peserta
diklatpim ke dalam Komputer Diklatoi Perubahan) peserta
e Diklatpim
6 File Data Penilaian (
" — | a 1
uta Hasd Penlamn ¢ Nilai Sikap Perilaku,
Nilai Sikap Perilaku, Nilai S <
: : : i Seminar Rancangan Nikal Saminar
Mengkoordinasikan hasil penilaian Proyek Perubahan, Nilsi +3 bulan Rancangan Proyek

peserta Diklatpim

Laporan Proyek
Perubahan) peserta
Diklatpim

Perubahan, Nilai
Laporan Proyek
Perubahan) peserta
Diklatpim




Memasukkan data hasil penilaian ke

File Data Penilaian ( Nilai
Sikap Perilaku, Nilai
Seminar Rancangan

File Data Penilaian (
Nilai Sikap Perilaku,
Nilai Seminar
Rancangan Proyek

Proyek Perubahan, Nilai % 3 bul P
dalam komputer Lap‘:’ran ;m ol " AN | perubahan, Nilai
Perubah y i Laporan Proyek
Dirll‘lta. an)ipeserta Perubahan) peserta
Kiatpim Diklatpim telah fix
B 4 - . . .
" . i File Data Penilaian ( Nilai Hasil Penilaian ( Nilai
Menganalissy data hiasil penitaian ( Sikap Perilaku, Nilai Sikap Perilaku, Nilai
Nilai Sikap Perilaku, Nilai Seminar Seminar Rancangan Seminar Rancangan
Rancangan Proyek Perubahan, Nilai Proyek Perubahan, Nilai |2 jam Proyek Perubahan,
Laporan Proyek Perubahan) peserta Laporan Proyek Nilai Laporan Proyek
diklatpim Perubahan) peserta Perubahan) peserta
Diklatpim telah fix Diklatpim
o Hasil Penilaian ( Nilai
g;s" '?f";'ff" ‘N'.T:?‘ Sikap Perilaku, Nilai
o ) Seap eR:nu. n] :‘ Seminar Rancangan
Mempublikasikan hasil rekapitulasi uHar baneangen o 1. Proyek Perubahan,
L 3 i Proyek Perubahan, Nilai {1 jam g
penilaian peserta Diklatpim Laporan Proyek Nilai Laporan Proyek
Perubahan) peserta
Perubahan) peserta Diklatpi
Diklatpim Xklaipim
dipublikasikan
10
Hasil Penilaian ( Nilai
| SELESAI }, gika;_) Pel:aku. Nilai
i ; eminar Rancangan . -
Menetapkan hasil peringkat kelulusan Proyek Perubahan, Nilai |30 menit Ranking Penilaian

peserta Diklatpim

Laporan Proyek
Perubahan) peserta
Diklatpim dipublikasikan

peserta diklat

KEPALA BAB’T\J’ KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
7 SUMBER B)(YA MANUSIA




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA




Nomor SOP 065/ 49 /424.103/2022
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Egag_:: gzgggiuata" Mei 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN Tanggal Efekt
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Disahkan Oleh Kepala BKPSDM
Judul SOP Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; | 1. Memahami spesifikasi calon peserta diklat;
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13 Tahun | 2. Memahami tata naskah dinas;

2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat | 3. Mampu melakukan koordinasi;

Teknis; 4. Memahami proses registrasi peserta diklat.

3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Seperangkat Komputer

3. Printer
4. Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Penugasan pegawai untuk | Data Calon Peserta Diklat
mengikuti diklat tidak tepat sasaran / tidak sesuai dengan kebutuhan.




Mutu Baku

Uraian Prosedur
No. KABID Subko Keterangan
se:::;mm KABAN Pengembangan Pengembangan | PENGEOLAH DATA P’“";":g“"" Kelengkapan Waktu Output
Kompetensi Aparatur Kompetensi
1
. " Surat masuk
Menerima s_ur_at penawaran diklat MULAT Surat masuk 10menit  |sebagai pedoman
yang telah didisposisi oleh kaban melangkah
2
Mengkoordinasikan calon peserta Daftar nama calon
yang akan diusulkan dengan Sub Surat masuk, ATK 1Smenit | aserta
Koordinator Tidak
3
Membuat usulan calon peserta
YA
diklat disampaikan kepada Kaban L < Surat masuk, ATK 1 hari r:ea::rn:ama e
dan meminta persetujuan Sekda Tidsk 7
Ida
4 | e —————"]
Membuat konsep surat
pemberitahuan  kepada calon ATK 10 menit  |Konsep surat
peserta diklat melalui OPD ybs
5
Mengetik surat pemberitahuan
v - Print out surat
diklat sesuai konsep yang telah ATK, Komputer 10 menit pemberitahuan
ada N
Tidak
6
Mengoreksi dan melakukan paraf YA \ I i nies
&g ATK 10 menit pemberitahuan yg
secara berjenjang ke atas \ / sudah diparaf
Tidak
7
5 Print out surat
Menandatangani surat ATK 1 hari pemberitahuan yg
pemberitahuan diklat sudah di ttd Kaban
8 Menggandakan dan
menyampaikan surat Fotocopy, amplop, cap ﬁzfr:beritahuan
pemberitahuan diklat kepada dinas, kurir S0 merst dikiat siap kirim /
peserta yang telah ditunjuk melalui edar
OPD ybs
9 . v Draft surat tugas,
Mengetik surat tugas dan Formulir biodata
kelengkapan lain untuk calon ATK, Komputer 15 menit peserta, Kwitansi
peserta diklat Diaya perjalanan
dinas
10
ATK, Komputer, Jaringan
Mendaftarkan calon peserta ke N Intemet, Telepon, Mesin |15 menit Alumni dikiat
instansi penyelenggara diklat Fax




1

Menaikkan surat tugas secara

berjenjang untuk mendapat ttd . ) Surat perintah
kaban dan menyerahkannya T, ap dirms, K 1o tugas
kepada calon peserta diklat

12
Mengikuti kegiatan diklat Sarana Prasarana 10 hari Materi

13
Melaporkan bahwa telah selesai b
megikuti diklat dan hasil kegiatan . bali
serta menyerahkan sertifikat tanda ATK FameoR ;’:"s;'fg‘ S#;L
lulus

14
Menginput dan memperbarui data STLUD, Komputer, §
peserta ke dalam Simpeg Jaringan ntemet 10 menit Data

15
Menyimpan arsip/dokumen SELESAI | :I':‘a” arsip, Ordner. Map | oot 3’::5"’:‘;"‘“"’

BA GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
> SUMBER'BQYA;MAN_ USIA
oty \d"
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